
BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

PERATURAN Blll?ATl LAMPUNG T1MUR
 
NOMOR ;O(CTAHlJN 2009
 

TENTANG
 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TAHllN ANGGARAN 2009
 

DENGAN RAHMAT TIJHA~ YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPIJNG TIMUR,
 

Menimbang a.	 bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn 
Lampung Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan melalui 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 dapat dilaksanakan secara 
efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu 
adanya petunjuk pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedornan dan 
dasar hukum dalam pelaksanaannya; 

b.	 bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu . 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun Anggaran 2009. 

Mengingat	 1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati Jl 
Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3825); 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 



.­ 6.	 Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421 ); 

7.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbar Negara Tahun 2008 Nornor 
59, Tambahan Lembar Negara Nomor 4844); 

8.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 4438); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nornor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cam 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah	 Nomor I09 Tahun 2000 tentang Kedudukar; 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

II.	 Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I tentang Pajak Daerah. 

12. Peraturan	 Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus: 
Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KtI]3. 

Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4405 I. 

14. Peraturan Pernerintah	 Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian NegaraJLemb~.ga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 75, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

15. Peraturan Pernerintah	 Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; 

16. Peraturan Pemerintah Nornor	 23Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502); 

17. Peraturan	 Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

18. Peraturan	 Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

19. Peraturan	 Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

20. Peraturan	 Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 



-.	 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelalaan 

Menetapkan 

K.euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedaman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

24. Peraturan	 Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lapora-: 
Kcuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran \:~p:-..:. 

Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomar 25, Tambahan Lerr.barar: 
Negara Nornor 4614); 

25.	 Pcraturan Pcmerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo.aan 
Keuangan Milik Negara/Daerah; 

26.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang P~:r.t-a:;:an 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Prapinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

27.	 Keputusan Prcsiden Rcpublik Indonesia Namar 80 Tahun 2003 
tcntang Pcdaman Pelaksanaan Pengadaan Barang. JaS3 Pernerintah 
scbagaimana tclah diubah bcberapa kali dan terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2007; 

28.	 Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 5 Tahun 1'197 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang Daerah; 

29.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1J Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 j /PMKu5 :007 tentang Kerja 
Lcmbur dan Pemberian uang lembur bagi Pegawai ~egeri Sipil; 

31. Peraturan	 Menteri Keuangan Nornor 22 P\1K.05 2007 tentang 
Pernberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil: 

32. Peraturan	 Menteri Keuangan Nomor 45.PMK.05,2007 tentang 
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009; 

34.	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang 
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah; 

36.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2009. 

MEMIJTUSKAN: 

PERATURAN BIJPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMIJRTAHUN ANGGARAN 2009 



BAR I . ­
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemermtah 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) rnenurut azas otonomi dan tugas 
pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan Prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

·3.	 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; 

4.	 Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
daerah; 

5.	 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah selama 
suatu periode; 

6.	 Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap rentang 
capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 
pelaksanaan APBD; 

7.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaicn I.ampurig Timur: 

8.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah 
Kabupaten Lampung Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 

9.	 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranpengguna barang, 
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 

10.0rganisasi adaJah unsur	 pemerintahan daerah yang terdiri dan DPRD, Kepala Dacrah/ 
Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah; 

II. Bupati adalah Bupati Lampung Tirnur; 

12. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur; 

13. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Lampung Timur; 

14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah; 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan 
kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah; 

17. Bendahara	 Umurn Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara urnurn daerah; 

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat	 pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

19.	 Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; 



; 20. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 

. 22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 

23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat	 pacta 
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesua: 
dengan bidang tugasnya; 

24. Bendahara	 Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menenrna. 
menyimpan, rnernbayarkan, menatausahakan dan mernpertanggungjawabkan ua~=: 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat	 fungsional yang ditunjuk menerima, menyrmpan. 
membayarkan, menatausahakan dan mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

26. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa prograr. 

27. Tim	 Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah 11[:, ~.1:ls 

dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daera i ya:lg 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalarn rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah. PPr-, D dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

28. Rencana Kerja	 dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA·SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana oelarna 
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD: 

29. Rencana	 Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan dir.as biro 
keuanganlbagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; 

30. Dokumen	 Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pernbiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang	 selanjutny a 
disingkat DPA-PPI(D adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan dinas biro 
keuanganlbagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah; 

32. Dokumen	 Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ~ ang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang mernuat perubahan pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran; 

33. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan 
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 

34. Surat Permintaan	 Pembayaran yang selanjuinya disingkat SP[) adalah dokumen ~a:l== 

diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pernbayaran; 

35. Surat Perrnintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja 
Yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung; 

36. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat	 SPP-GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 



37. Surat Pennintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
;	 dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan tambahan uang 

persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan; 

38. Surat	 Pennintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK; 

39. Surat	 Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 

40. Surat Perintah	 Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggarar. 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebaga: 
uang persediaan untuk mendanai kegiatan; 

41. Surat Perintah Membayar Ganti	 Dang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPlvi-GL 
adalah dokumen yang digunakan/direrbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti uang perscdiaan yang telah dibclanjakan; 

42. Surat Perintah Membayar	 Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPlvt­
TU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan; 

43. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 

44. Surat Perintah Pencairan	 Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

BAB II 
PRINSIP - PRINSIP PELAKSANAAN APBD 

Pasal2 

(1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan	 Belanja Dacrah dilaksanakan berdasarkan prinsrp­
prinsip keuangan daerah dikeJola sccara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas 
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian sebagai berikut : 

a)	 Dikelola Secara tertib yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat 
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b)	 Taat pada peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengelo1aan keuangan daerah harus 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

c)	 Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu 
dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; 

d)	 Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau 
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; 

e)	 Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pad a 
tingkat harga yang terendah; 



f)	 Transparan merupakan pnnsrp keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; 

g)	 Bertanggung jawab mcrupakan perwuj udan kewaj iban seseorang untuk rnempertanggung 
jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan; 

h)	 Keadilan adalah keseirnbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau 
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif: 

i)	 Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan' 
proporsional; . 

j)	 Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pernenuhan 
kebutuhan masyarakat. 

(3) Satuan	 Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran yang 
dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah untuk keperluan : 

a) Perayaan atau kegiatan hari besar;
 
b) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk
 

berbagai peristiwa; 
c) Iklan ucapan selarnat dan sebagainya; 
d) Pesta untuk berbagai peristiwa perangkat daerah; 
e) Pengeluaran lain-lain ...:ntuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut 

di atas. 

(4) Satuan	 Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran, harus dapat 
menggunakannya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu pelaksanaan serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

BAB III
 
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

Bagian Kesatu
 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Pasal3
 

(1) Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah dan mewakili Pemerintah Daerah daJam kepemil ikan kekayaan cacrah yang 
dipisahkan, 

(2)	 Pemegang kekuasaan pengelolaan. keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan : 

a) Kebijakan pelaksanaan APBD;
 
b) Kebijakan pengelolaan barang daerah;
 
c) Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
 
d) Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 
e) Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 
f) Pejabat yang bertugas meJakukan pengeJolaan utang dan piutang daerah;
 
g) Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah dan;
 
h) Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pernbayaran.
 

(3) Bupati seJaku	 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau 
seJuruh kekuasaannya kepada: 

a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 
b) Kepala SKPKD selaku PPKD dan;
 
c) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang.
 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud	 pada ayat (3) berJaku melekat pada jabatan 
struktural. 



Bagian Kedua
 
Koordinator Pcngclolaan Keuangan Dacrah
 

Pasal4 

(1)	 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, mempunyai peran dan 
fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 
urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang : 

a)	 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b)	 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 
c)	 Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
d)	 Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBD; 
e)	 Tugas - tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; 
f)	 Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan 

APBD. 

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 

a) Memimpin TAPD;
 
b) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 
c) Menyiapkan pedoman pelaksanaan barang daerah;
 
d) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 
e) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan
 

kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 

(4) Koordinator pengelolaan keuangan	 daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada Bupati. 

Bagian Ketiga
 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 

Pasal5 

(1)	 Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas 

a)	 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b)	 Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
c)	 Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraruran 

Daerah; 
d)	 Melaksanakan fungsi BUD; 
e)	 Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanzan 

APBD;
 
f) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
 

(2) Pejabat Pengelo1a Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BCD 
berwenang: 

a)	 Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b)	 Mengesahkan DPA-SKPDIDPPA-SKPD; 
c)	 Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:, 
d)	 Memberikan petunjuk pelaksanaan sistem penerirnaan dan pengeluaran kas daerah; 
e)	 Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f)	 Menetapkan SPD; 

.g)	 Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
h)	 Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
i)	 Menyajikan informasi keuangan daerah; 
j)	 Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik 

daerah. 



(3)	 PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah 
selaku Kuasa BUD. 

(4)	 PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal6 

(1) Penunjukkan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat 3 ditetapkan -=~:-:;an 

Keputusan Bupati. 

(2) Kuasa BUD mempunyai tugas : 

a)	 Menyiapkan anggaran kas; 
b)	 Menyiapkan SPD; 
c)	 Menerbitkan SP2D; 
d)	 Menyusun seluruh bukti ash kepemilikan kekayaan daerah; 
e)	 Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dar, 1:'::_ .ernbaga 

keuangan lainnya yang ditunjuk; 
f)	 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan AP3~. 

g)	 Menyimpan uang daerah; 
h) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan irr, ~S~2~: daerah; 
i)	 Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggarar; atas beban 

rekening kas umum daerah;
 
j) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah,
 
k) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 
1) Melakukan penagihan piutang daerah.
 

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. 

Pasa17 

(J) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan 
tugas - tugas sebagai berikut : 

a) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 
b) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 
c) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 
d) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 
e) Melaksanakan sistem akuntansi dan pe1aporan keuangan daerah;
 
f) Menyajikan informasi keuangan daerah;
 
g) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
 

Bagian Keempat
 
Pejabat Pengguna Anggarsn/Pengguna Barang
 

Pasa18 

(1)	 Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, mempunyai tugas : 

a) Menyusun RKA - SKPD;
 
b) Menyusun DPA - SKPD;
 
c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 
d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 
e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pernbayaran;
 
f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 
g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
 

te1ah ditetapkan; 
h) Menandatangani SPM; 
i) Mengelo1a utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnvt.: 



j)	 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 
yang dipimpinnya; 

k)	 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pencapaian kinerja SKPD yang 
dipimpinnya; 

I)	 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
m)	 Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan 

kuasa yang dilimpahkan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
n)	 Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	 huruf j, Pejabat pengguna 
anggaran/pengguna barang dapat dibantu oleh Petugas Pengurus Barang dan Petugas 
Penyimpan Barang yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. 

Bagian Kelima
 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
 

Pasal9 

(1)	 Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daiam melaksanakan tugas-tugas dapat 
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa 
pengguna anggaran/pengguna barang. 

(2)	 Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
pertimbangan tingkatan daerah, be saran SKPD, besaran jumlah uang yang dikeloJa, beban 
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3)	 Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati atas usul kepala SKPD.meliputi : 

a)	 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja; 
b)	 Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
c)	 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pernbayaran, 
d)	 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang 

telah ditetapkan; 
e)	 Menandatangani SPM-LS dan SPM··TU; 
f)	 Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
g)	 Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. 

(4)	 Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. 

Bagian Keenam
 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 

Pasall ] 0 

(1)	 Pejabat pengguna anggaran/barang dan Kuasa pengguna anggaran/kuasa barang dalam 
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. 

(2)	 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan pertimbangan kompetensi 
jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan obj ektif lainnya. 

(3)	 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pejabat pengguna anggaran/ 
pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 

(4)	 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat oleh Kuasa pengguna anggaran/ 
Kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa 
pengguna anggaranIKuasa pengguna barang. 



(5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD mernpunyai tugas mencakup : 

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 
b) Melaporkan perkembangan peJaksanaan kcgiatan;
 
c) Menyiapkan dokumen anggaran (dokumen administrasi kcgiatan maupun dokurnen yang
 

terkait dengan persyaratan pernbayaran) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

Bagian Ketujuh
 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 

Pasal t 1 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APGD) yang dibuat 
dalam OPA SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi rata usaha 
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2) PPK-SKPD mempunyai tugas: 
a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oJeh 

bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 
b) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-S gaji dan tunjangan PNS serta 

penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
diajukan oleh Bendahara pengeluaran; 

c) Melakukan verifikasi SPP; 
d) Menyiapkan SPM; 
e) Melakukan verifikasi harian atas penerirnaan; 
f) Melakukan verifikasi SPJ; 
g) Melaksanakan akuntansi SKPD; 
h) Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(3; PPK - SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pernungutan 
penerimaan daerah, bendahara dan PPTK. 

Bagian Kedelapan
 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 

Pasal 12 

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD 

(2)	 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada a: at (I) 

adalah Pejabat Fungsiona1. 

(3)	 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak 
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan perj ualan 
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta mernbuka 
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Rank atau lernbaga keuangan lainrr.a atas 
nama pribadi. 

(4)	 Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa 
Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait, 

(5)	 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 



Pasal 13 

(1)	 Untuk rnendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara, 
pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. 

(2)	 Pembantu Bendahara penerimaan meJaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen 
penenmaan. 

(3)	 Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen 
pengeluaran uang atau pengurusan gaji. 

(4)	 Penetapan pembantu bendahara tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetar-ca­
dengan keputusan Bupati. 

Pasal14 

(I)	 Dalam hal bendahara menyirnpan uang dalarn suatu Bank, rnaka penyimpanannya jl;J;';.l~~J..~ 

pada PI. Bank Lampung dalam bentuk Giro Dinas; 

(2)	 Jasa Giro atas simpanan Bendahara dimaksud agar dipindahbukukan ke rekening K~3S~ 

Bendahara Umum Daerah (BUD); 

(3) Penanggung	 Jawab Anggaran dan Bendahara wajib menyelenggarakan Pernbu-uan 
Pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui: 

a)	 Bahwa ikatan (kornitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran ::- ar.:; 
tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DP.-\­
SKPD) dan kode rekening kegiatan belanja; 

b)	 Jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia; 
c)	 Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun kcuangan; 
d)	 Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya; 
e)	 Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar negeri. 

Pasal 15 

(1) Dalam hal bendahara penerimaan berhaiangan, diatur ketentuan sebagai berikut: : 

a)	 Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 15 (lima belas) hari, Bendahara 
penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pelaksana tugas yang duurnuk 
untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara penerimaan atas tanggung rawac 
Bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; 

b) Apabila melebihi 15 (lima belas) hari sampai selama-lamanya I (satu) bulan. harus 
ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; 

c) Apabila Bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan 
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhen.i dan 
jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya 

(2)	 Dalam hal bendahara penge1uaran berlialangan, diatur ketentuan sebagai berikut : 

a) Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 15 (lima belas) hari, Bendahara 
Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk 
meJakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab 
Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; 

b) Apabila melebihi 15 (lima belas) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, hams 
ditunjuk pejabat Bendal.ara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; 

c) Apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan 
tugas, maka dianggap yang bcrsangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari 
jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan 
penggantinya. 



BABIV
 
PENATAlJSAHAAN KElJANGAN DAERAH
 

Bagian Pertarna
 
Azas lJmum Penatausahaan Keuangan Daerah
 

Pasal16 

(1)	 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang' 
atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat 
bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan A?BD 
bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 
bukti dimaksud, 

Bagian Kedua
 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 

Pasal17 

(1)	 Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan : 

a)	 Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b)	 Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c)	 Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; 
d)	 Pejabat yang diberi wewenang mcnandatangani SP2D; 
e)	 Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
f)	 Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 

g) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 
h) Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
 

(2)	 Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

(3)	 Penetapan Pejabat lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan oleh 
Bupati kepada Kepala SKPD. 

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup : 

a)	 PPK - SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi lain usaha keuangan pada 
SKPD; 

b) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari saw 
program sesuai dengan bidang tugasnya; 

c) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pernungutan pendapatan 
daerah; 

d) Pejabat Yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti 
penerirnaan lainnya yang sah; 

e) Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pernbantu bendahara pengeluaran. 

(5)	 Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 dilaksanakan sebelum 
dirnulainya tahun anggaran berkenaan. 



Bagian Ketiga
 
Penatausahaan Penerimaan
 

Pasal18 

(1;	 Penunjukan Bank sebagai Rekening Kas Urnum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2)	 Penerirnaan daerah disetor ke rekening kas urnurn daerah pada Bank Pernerintah yang 
ditunjuk dan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit. 

(3)	 Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umurn daerah dilakukan dengan cara : 

a) Disetor langsung ke Bank oleh pihak ketiga; 
b) lJisetor melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kamor pos oleh pihak 

ketiga; 
e) Disetor rnelalui bendahara penerima oleh pihak ketiga. 

(4)	 Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga 
kepada bendaharawan penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD 

Pasal 19 

(1)	 Bendaharawan penerimaan wajib menyelenggarakan penatausanaan terhadap seluruh 
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggun~'..:\\abnya. 

(2)	 Penatausahaan atas penerimaan menggunakan : 

a) Buku leas umum;
 
b) Buku pembantu perineian objek penerimaan;
 
e) Buku rekapitulasi penerimaan harian.
 

(3)	 Bendahara penerimaan dapat melakukan penatausahaan menggunakan . 

a) Surat ketetapan pajak daerah (SKP - Daerah);
 
b) Surat ketetapan retribusi (SKR);
 
e) Surat tanda setoran (STS);
 
d) Surat tanda bukti pembayaran;
 
e) Bukti penerimaan lainnya yang sah.
 

(4)	 Bendahara penerimaan pad a SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(5)	 Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyarnpaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 

(6)	 Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan: 

a) Buku kas umum;
 
b) Buku pembantu perineian objek penerimaan;
 
e) Buku rekapitulasi penerimaan harian;
 
d) Bukti penerimaan lainnya yang sah.
 

(7)	 PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD. 

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

. (9) Mekanisme dan tataeara verifikasi, evaluasi dan analisis diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal20 

(1)	 Dalarn hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak 
dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan. 
lemoaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
bendahara penerimaan dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. 

(2)	 Bendahara penerimaan pernbantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh 
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang rnenjadi tanggung jawabnya. 

(3)	 Penatausahaan atas penerimaan menggunakan : 

a) Buku kas umum;
 
b) Buku kas penerimaan harian pembantu.
 

(4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan : 

a) Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 
b) Surat ketetapan retribusi (SKR);
 
c) Surat tanda setoran (STS);
 
d) Surat tanda bukti pembayaran;
 
e) Bukti penerimaan lainnya yang sah.
 

(5) Bendahara	 penerimaan pernbantu wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjav ar-an 
penerimaan kepada Bendahara penerimaan paling Iambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(6) Bendahara	 penerimaan melakukan verilikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan. 

Pasal21 

(1) Bupati dapat menunjuk Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau	 kantor pos yang bertuga, 
melaksanakan sebagian tuaas dan fungsi bendahara penerimaan 

(2) Bank, Badan, Lembaga keuangan	 atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada av at ], 
menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 ; sa:u. 
hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. 

(3)	 Bank, Badan, Lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggung jawabkan seluruh Llan~ 

kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD. 

(4)	 Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal22 

(1)	 Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening 
kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima 

(2)	 Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukn 
penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kcpada Bendahara penerimaan. 

Bagian Keempat
 
Penatausahaan Pengeluaran
 

Paragraf 1
 
Penyediaan Dana
 

Pasal23
 

(1)	 Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD). 

(2)	 Surat Penyediaan Dana (SPD) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKlJ. 



Pasal24 

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukarr berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SpD) atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

Paragraf 2
 
Perrnintaan Pembayaran
 

Pasal25 

(1)	 Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SpD) atau dokumen lain yang dipersamakan ,:.:r:i.lr: 
Surat Penyediaan Dana (SpD), Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perrr.ictaan 
Pembayaran (Sf'P) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalu: ??t-:.­
SKI'D. 

(2)	 Surat Permintaan Pembayaran (SPI') sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dar: 
a) SI'I' Uang Persediaan (SI'I'-UP); 
b) SI'I' Ganti Uang (SI'P-GU); 
c) SI'p Tambahan Uang (SpI'-TU); 
d) Sl'P Langsung (SI'p-LS). 

(3) Pengajuan Surat Perminta-n Pembayaran (SI'I') sebagaimana dimaksud pada ayat (.: . huruf a, 
huruf b, dan huruf c dilarnpiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sarnpa: cengan 
jenis belanja. 

Pasal 26 

(2)	 Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluarar: untuk 
memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meia.i.: ??K ­
SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. 

(3)	 Dokumen SI'I' - UP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a) Surat Pengantar SI'I'-UP; 
b) Ringkasan SPI' - UP; 
c) Rincian SPI' - UP; 
d) Salinan SI'D; 
e) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna 

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dirninta tidak dipergunakan untuk keper.uar; 
selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 

f) Lampiran lain yang diperlukan. 

(3)	 Batas jumlah pengajuan SPP-UP harus mendapat persetujuan PPKD dengan mernperhatican 
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

Pasal27 

(1)	 Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 
memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK­
SKI'D dalam rangka ganti uang persediaan 

(2)	 Dokumen SI'I' - GU terdiri dari : 

a) Surat Pengantar Spp-GU;
 
b) Ringkasan SpP-GU;
 
c) Rincian Spp-GU;
 
d) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan
 

dana Sl'P - UP/GU/TU sebelumnya;
 
e) Salman SPP-GU;
 



f)	 Draft surat pemyataan untuk ditandatangani Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna 
Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dirninta tidak dipergunakan untuk keperiuan 
selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 

g) Lampiran lain yang diperlukan. 

(3)	 Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(4)	 Bendahara pengeluaran SKPD tidak dapat mengajukan SPP-GU termin berikurny2. ';';:'.1r:1a 
SPP-UP/GU yang lalu belum dipertanggungjawabkan dengan bukti penvamparar S?- yang 
telah disahkan (ditandatangani) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angg.r~:-: 

Pasal28 

(1)	 Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh Bendahara P;;:.~;:~uaran untuk 
memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara-: rnelalui PPK­
SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan 

(2)	 Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari 

a) Surat Pengantar SPP-TU;
 
b) Ringkasan SPP-TU;
 
c) Rincian SPP-TU;
 
d) Salinan SPD;
 
e) Draft surat pemyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna
 

Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 
selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 

f) Surat keterangan yang mernuat penjelasan keperluan pengisian tarnbahan uang persediaan; 
g) Lampiran lain yang diperlukan. 

(3)	 Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD dengan memperhatikan 
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(4)	 Dalam hal dana tambahan tidak habis digunakan dalam 1 (satu bulan,maka sisa tarnbahan 
uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(5)	 Apabila keperluan belanja melampaui jumlah uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 pada ayat (3), maka dapat diajukan SPP-TU sebesar yang diperlukan. 

(6)	 Bendahara pengeluaran SKPD tidak dapat mengajukan SPP-GC termin berikutnya apabila 
SPP-UP/GU yang lalu belum dipertanggungjawabkan dengan bukti penyampaian SPJ yang 
telah disahkan (ditandatangani) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pasal29 

(1)	 Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan 
pengeluaran SKPD yang harus dipertanggung jawabkan. 

(2)	 Format draft surat pernyataan pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf e, Pasal 28 pada ayat (2)·huruf f, Pasal 29 pada 
ayat (2) huruf e tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal30 

(1)	 Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta 
penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara 
Pe:ngeluaran untuk rnem peroleh persetuj uan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran melalui PPK - SKPD. 

.
 



(2)	 Dokumen SPP - LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari : 

a) Surat Pengantar SPP-LS;
 
b) Ringkasan SPP-LS;
 
c) Rincian SPP-LS;
 
d) Lampiran SPP-LS.
 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: 

a) pembayaran gaji induk;
 
b) gaj i susulan;
 
c) kekurangan gaj i;
 
d) gaji terusan;
 
e) Dang muka wafat/tewas yang dilengkapi
 

susulan/kekurangan gaji/uang wafat/tewas; 
f) SK CPNS; 
g) SK PNS; 
h) SK kenaikan pangkat; 
i) SK jabatan; 
j) kenaikan gaji berkala; 
k) surat pernyataan pelantikan; 
1) surat pemyataan masih menduduki jabatan; 
m) surat pernyataan melaksanakan tugas; 
n) daftar ke1uarga (KP4); 
0) foto copy surat nikah; 
p) foto copy akte kelahiran; 

dengan daftar gaji induk/gaji 

q)	 surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
r)	 daftar potongan sewa rumah, dinas; 
s)	 surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
t)	 surat pindah; 
u)	 surat kematian; 
v)	 SSP PPh Pasal21; 
w)	 peraturan perundang-undangan mengenai penghasi1an pimpinan dan anggota DPRD serta 

gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah. 

(4)	 Ke1engkapan 1ampiran Dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukan. 

Pasal31 

(1)	 PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pe:ngajuan permintaan pernbayaran 

(2)	 Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ay u ( I, 
terdiri dari : 

a) Surat Pengantar SPP - LS;
 
b) Ringkasan SPP - LS;
 
c) Rincian SPP - LS;
 
d) Lampiran SPP - LS.
 

(3)	 Lampiran da1am dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d mencakup : 

a)	 Salinan SPD; 
b)	 Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; 
c)	 SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang teJah ditandatangani wajib pajak dan wajib 

pungut; 
d)	 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

dengan pihak ketiga serta mencantumkan nom or rekening bank pihak ketiga: 



e) Berita aeara penyelesaian pekerjaan; 
f) Berita aeara serah terima barang dan jasa; 
g) Berita aeara pembayaran; 
h) Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak kctiga dan Bendahara sena 

disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 
i) Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga 

keuangan non bank; 
j) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau 

seluruhnya bersumbher dari penerusan pinjaman/bibah luar negeri; 
k) Berita aeara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta uns,« 

panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; 
1) Surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wila:v .3.:-: 

kerja; 
m) Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK ape':.':' 

pekerjaan mengalami kerterlambatan; 
n)	 Foto/buku/dokumentasi tingkat kemaj uan/penyelesaian pekerjaan; 
0)	 Potongan Jamsostek(potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pembEr::.::.~._.::.~ 

jamsostek; 
p)	 Khusus untuk pekerjaan konsultan Yang perhitungan harganya menggunakan :-'3.:-.=. 

personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan '::'.J.:.:: 
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan j:~~:J 

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan nncian 
dalam surat penawaran. 

(4)	 Kelengkapan lampiran Dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa digunakan ses U2i 

dengan peruntukannya. 

(5)	 Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran 
mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK urtuk 
dilengkapi. 

(6)	 Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah 
ditandatangani oleh PPTK guna mernperoleh persetuj uan pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran melalui PPK-SKPD. 

Pasal32 

(1)	 SPP-LS belanja barang danjasa untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan 
kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 SPP - LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung 
kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

Pasal33 

SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) untuk pembayaran pengeluaran 
lainnya yang bukan untuk pihak ketiga. 

Pasa134 

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 
keuangan dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan 
SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK - SKPKD. 



l)asal35 

(1)	 Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran 
permintaan pembayaran mencakup : 

a) Buku kas umum;
 
b) Buku simpanan/bank;
 
c) Buku pajak;
 
d) Buku panjar;
 
e) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek;
 
f) Register SPP-UP/GU/TU/LS.
 

(2)	 Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk sctiap keuiatan 
dibuatkan kartu kendali kegiatan. 

(3)	 Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP 
mencakup Register SPP - UP/GU/TUiLS 

(4)	 Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tercantum dalam i.arnpi-an 
Peraturan Bupati ini. 

(5)	 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e dan f di atas tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal36 

(1)	 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP­
UP,SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran 

(2)	 Penclitian kclcngkapan dokurncn SPP schagairnana dimaksud pada a~ at I 1 I dilaksanakan olch 
PPK-SKPD. 

(3)	 Apabila dokumen SPP tidak lengkap, PPK - SKPD mengembalikan dokumen SPP 
UP/GU/TU/LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi. 

Paragraf 3
 

Perintah Membayar
 

Pasal37
 

(1)	 Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dinyatakan lengkap 
dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SP~1. 

(2)	 Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21 dinyatakan tidak 
lengkap danlatau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran rr.enolak 
menerbitkan SPM. 

(3)	 Dala.m hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersar gkutan 
dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM. 

Pasal38 

(1)	 Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP 

(2)	 Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanva 
dokumen SPP. 

(3)	 Format penerbitan SPM dan penolakan SPM sebagairnana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas 
terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 



Pasal39 

SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 

Pasal40 

(1)	 Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup : 

a) Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
 
b) Register surat penolakan penerbitan SPM.
 

(2)	 Penatausahaan pengeluaran perintah membayar dilaksanakan oJeh PPK-SKPD. 

(3)	 Setelah tahun anggaran berakhir Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilarang 
menerbitkan SPM yang mernbebani tahun anggaran berkenaan. 

(4)	 Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terlampir dalam Larnpiran Peraturan Bupati 
1111. 

Pasal41 

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasan pengguna anggaran dilarang 
menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berjalan. 

Paragraf 4
 
Pencairan Dana
 

Pasal42
 

(1)	 Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu 
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pemyataan tanggung 
jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D mencakup : 

a) Surat pemyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
b) Surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya: 
c) Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang 

sah dan lengkap;
 
d) Bukti atas penyetoran PPN/PPh.
 

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung 
jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup : 

a) Surat pemyataan tanggungjawab Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran; 
b) Bukti-bukti penge1uaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

(6)	 Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD menerbitkan SP2D. 

(7)	 Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran 
tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. 

(8)	 Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi 
wewenang untuk menandatangani SP2D. 

(9)	 Format SP2D sebagaimana dimaksud ayat (4) terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, 



Pasal43 

(1)	 Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. 
Penolakan penerbitan SP2D paling lama I (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
pe:ngajuan SPM. 

(2)	 Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
pengajuan SPM. 

(3)	 Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (1) terlarnpir dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal44 

(1)	 Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan ganti 
uang persediaan/bantuan uang kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(2)	 Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung 
kepada pihak ketiga. 

Pasal45 

(1)	 Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup 

a) Register SP2D;
 
b) Register surat penolakan penerbitan SP2D;
 
c) Buku kas penerimaan dan pengeluaran.
 

(2)	 Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (l) terlampir dalarn lampiran Peraturan Bupati 
irn. 

Paragraf 5 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 

Pasal46 

(1)	 Bendahara pengeluaran secara- administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan 
uang persediaan/ganti uang persediaan/bantuan uang persediaan kepada kepala SKPD rnelalui 
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2)	 Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran 
mencakup: 

a) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 
b) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 
c) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 
d) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 
e) Register penutupan kas.
 

(3)	 Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati 
mi. 

(4)	 Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup : 

a) Buku kas umum; 
b)	 Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang 

sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan 
pengeluaran perincian obyek dimaksud; 

c) Bukti penyetoran PPNIPPh ke Kas Negara;
 
d) Register penutupan kas.
 



(5)	 Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(6)	 Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat 
pengesahan laporan pertanggungjawaban. 

(7)	 Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam 
Keputusan Bupati. 

(8)	 Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawabar. 
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
bersangkutan. 

(9)	 Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas 
pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga. 

(lO)Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsioral aIaS 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan 'aporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPK.D selaku BUD paling lambat tanggal l t~I~ 

berikutnya. 

(11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengel uaran	 seeara fungsional dilaksanakan 
setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

(12)Fonnat	 dokumen pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada a~ !t " 1'~ ' 
terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal47 

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD 
berkewaj iban : 

a.	 Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukn 
pengeluaran yang dilampirkan; 

b.	 Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perineian obyek yang tereantum dalam 
ringkasan perineian obyek; 

c.	 Menghitung pengenaan Fl'nlPPh atas beban pengeluaran perineian obyek; 
d.	 Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. 

Pasal48 

(1)	 Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah. 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi danatau 
rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. 

(2)	 Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh 
pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. 

(3)	 Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara pengeluaran pembantu dalam 
menatausahakan pengeluaran rnencakup : 

a) Buku kas umum;
 
b) Buku pajak PPNIPPh;
 
c) Buku panjar.
 

(4)	 Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan menggunakan bukti 
pengeluaran yang sah. 



(5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup : 

a) Buku kas umum; 
b) Buku pajak PPN/PPh; 
c) Bukti pengeluaran yang sah. 

(7) Bendahara pengeluaran melakukan 
pertanggungjawaban pengeluaran. 

verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 

Pasa149 

(1)	 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola 
oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan. 

(2)	 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang 
dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara 
Perneriksaan Kas. 

(3)	 Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal50 

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 
hasil bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa151 

Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer 
dan/atau alat elektronik lainnya. 

BABV 
PELAPORAN KE,UANGAN DAN KINERJA 

Pasa152 

(1)	 Dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap Entitas Pelaporan \\ajib 
menyusun dan menyaj ikan : 
a) Laporan Keuangan; 
b) Laporan Kinerja. 

(2)	 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pemerintah Daerah 
terdiri dari : 
a) Laporan Realisasi Anggaran; 
b) Neraca ; 
c) Laporan Arus Kas; 
d) Catatan atas Laporan Keuangan. 



(3)	 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) huruf a untuk Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terdiri dari : 
a) Laporan Realisasi Anggaran; 
b) Neraca; 
c) Catatan atas Laporan Keuangan. 

(4)	 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bendaharawan Umum 
Daerah terdiri dari : 
a) Laporan Realisasi Anggaran; 
b) Neraca; 
c) Laporan Arus Kas; 
d) Catatan atas Laporan Keuangan. 

(5) Kepala	 Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan 
Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah. 

(6) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud	 pada ayat (l) huruf b berisi ringkasan tentang 
keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-rnasing program 
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. 

(7)	 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna AnggaranJKuasa Pengguna 
Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja setiap bulan selambat-lambamya 
tanggal10 (sepuluh) bulan berikutnya sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati. 

(8)	 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan 
Kinerja dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan 

BABVI
 
PERGESERAN ANGGARAN
 

Pasal 54 

(1)	 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta 
pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja 
diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan. Perangkat Kerja 
Daerah (DPPA-SKPD). 

(2)	 Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan atas 
persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

(3)	 Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan	 antar 
objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 
Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar 
pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

(5)	 Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat 
dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). 

(6)	 Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat 
pergeseran-pergeseran belanja tersebut diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 



(7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas selanjutnya ditata dalam 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau disarnpaikan pada 
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

BAB VII
 
PERJALANAN DINAS
 

Pasal55 

(1)	 Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan 
biaya perjalanan dinas. 

(2) Perjalanan	 dinas bagi Pegawai Negeri SipilfPejabat di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Timur berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a)	 Pegawai yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat 
menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaj i menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku; 

b)	 Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara atau 
Daerah, jika sudah tidak dapat lagi menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia: 

c)	 Pegawai Negeri SipilfPejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas yang selama 
berada diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya; 

d)	 Biaya perjalanan dinas yang akan rnernbebani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) diatur sehemat mungkin; 

e)	 Sebagai upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf d, sebel um melaksanakan 
perjalanan dinas, hams dibuat Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOPD); 

f)	 Format DOPD sebagaimana dimaksud huruf e diatas terlampir dalam lampiran II..3~ 

Peraturan Bupati ini. 

(3)	 Pegawai Negeri Sipi1fPejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas diklasifikasikan 
sebagai berikut : 

a) Tingkat A : Pangkat/Golongan IVia kcatas dan Pejabat Dacrah;
 
b) Tingkat B : Pangkat I Golongan III/a s.d. III/d;
 
c) Tingkat C : Pangkat I Golongan Il/a s.d. II/d;
 
d) Tingkat D : Pangkat I Golongan l/a s.d. lid.
 

(4)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri 
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 
2006. 

Pasal56 

(1)	 Pegawai Negeri SipilfPejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat 
Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan 
oleh pejabat yang berwenang : 

a) Bupati ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur;
 
b) Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur atau Wakil Bupati Lampung
 

Timur; 
c) Sekretaris Daerah oleh Bupati Lampung Timur atau Wakil Bupati Lampung Timur; 
d) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Timur ditandatangani oleh 

Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah; 
e) Pejabat dibawah Kepala SKPO termasuk Non Struktural Umum (NSU) ditandatangani 

oleh Kepala SKPO. 

(2)	 Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan berhalangan, maka yang berhak menanda 
tangani adalah Pejabat yang mewakili. 



(3)	 Surat Perintah Tugas (SP'T) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus ditanda 
tangani oleh pejabat yang lebih tinggi dari yang malaksanakan perjalanan dinas (yang 
diperintah). 

Pasal57 

Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD diatur tersendiri oleh Ketua 
DPRD berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. 

Pasal58 

(1)	 Untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Lampung Timur berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani 
oleh Kepala SKPD sepanjang perjalanan dinas terscbut paling lama 3 (tiga) hari; 

b) Perjalanan	 dinas dalam daerah lebih dari 3 (tiga) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) 
ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah. 

(2)	 Untuk perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Lampung Timur berlaku ketentuan yaitu 
Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah alas nama Bupati 
Lampung Timur 

Pasal59 

(1)	 Pegawai Negeri SipillPejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya 
taxi, uang harian, transport, dan penginapan untuk paling banyak ~ I crnpat i orang dengan 
memperhatikan ketentuan tarif yang berlaku. 

(2)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas yang: memerlukan 
kendaraan tempel, Speed Boat dan Ojek maka diberikan biaya tambahan. 

(3)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dengan 
menggunakan Kendaraan Dinas diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan udak dibcrikan 
transport lokal serta minyak pelumas. 

(4)	 Pegawai Negeri SipiliPejabat Dacrah yang melaksanakan perjalanan dinas sekembalinva 
melaksanakan tugas maka SPPD harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai 
bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan. 

(5)	 Pejabat DaerahlSelaetaris DaerahIKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ,-SKPD· ~a."1g 

melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali diharuskan 
membuat laporan secara tertulis kepada Bupati. 

(6)	 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh- han 
setelah kembali diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Satuan KCTJa 
Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Bupati. 

(7)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang telah kernbali dari perjalanan dinas diharuskan 
rncmpertanggungjawabkan keuangan selarnbat-larnbatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan 
perjalanan dinas. 

(8)	 SPPD ditanda tangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing Unit/lnstansi yang dituju 
sebagai salah satu syarat keabsahan Pertanggungjawaban Keuangan 

(9)	 Biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah perinciannya sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 



nAB VIII 
LEMBUR KERJA 

Pasal60 

Pekerjaan/tugas yang tidak dapat dilaksanakan pada jam kerja karena terdesak waktu 
penyelesaiannya dapat dikerjakan diluar jam kerja (Iernbur) dengan ketentuan sebagai t';::-::';'..,;1 . 

a)	 Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sanga: :'r_""tmg dan 
sangat mendesak yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda, dengan terlebih ..:a~~:...,; mendapat 
Surat Perintah Tugas (SPT) dan pendukung lainnya dari Kepala SKPD: 

b)	 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan menjalankan kerja .c~bu:- sekurang­
kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang lembur dan uang f:.,:"J..:::'i: yang dapat 
dibayarkan pada waktu pekerjaan lembur dilaksanakan; 

c)	 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan lembur pada hari kerja, batasan w ak;u kerja lernbur 
maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalarn seming ;u; 

d)	 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan lcmbur pada hari libur tan!' uan; lembur dihitung 
200% dari tarif lembur hari kerja, 

e)	 Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pekerjaan rutinitas yang 
merupakan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerja Perangkat (SKPD, : ang bersangkutan 
tidak diperkenankan membentuk Tim/Panitia dan diberikan honor. uang lelahupah kerja, 
insentif terkecuali uang lembur dengan ketentuan memenuhi ketentuan dimaksud pada huruf 
a.; 

f)	 Besamya uang lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 61 

(1)	 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan rapat, pertemuan yang 
tidak melibatkan instansi lain pada jam kerja hanya diberikan Snack. 

(2) Besarnya biaya konsumsi snack makan, photo copy, jilid dan sampul (cover) dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BABIX
 
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SEMINAR ATAU
 

LOKAKARYA SERrA KEGIATAN LAIN
 

Pasal62
 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat) bagi aparatur pemerintah (pegawai negeri) dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian 
Kabupaten Lampung Timur dengan bekerjasama clengan instansi yang bersangkutan. 

Pasa~ 63 

(1)	 Kepada aparatur Pemerintah Daerah yang mengikuti atau melaksanakan pendidikan tugas 
belajar dan pelatihan penjenjangan serta kursus atau kegiatan yang sejenis diberikan bantuan 
biaya. 

(2) Besamya bantuan biaya dimaksud pacla ayat (1) sebagaimana tercantum	 dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal64 

(l)	 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan dapat dibentuk Panitia atau Tim 
Pelaksana/Penyelenggara dan ditunjuk Penatar/Narasumber/Penceramah serta Moderator/ 
Pendamping Pengajar. 

(2)	 Pembentukan panitia atau tim dimaksud pada ayat (l) dibatasi pada hal-hal yang sangat 
diperlukan. 

(3) Kepada pejabat atau aparatur dimaksud pada ayat (l ) diberikan honorarium yang besarnya 
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(4)	 Pemberian honorarium kepada Penceramah/Narasumber dan moderator untuk keperluan 
seminar, lokakarya, sosialisasi atau sejenisnya disesuaikan antara materi dengan waktu yang 
tersedia. 

(5)	 Honorarium Nara Sumber tidak dapat diberikan kepada Nara Surnber yang berasal dari 
Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung didalam dan diikuti oleh 
Peserta SatkerlUnit Eselon II yang bersangkutan. 

(6) Pegawai Negeri SipillPejabat Daerah yang ditunjuk sebagai petugas penyuluh lapangan tidak 
diperkenankan membentuk tim dan tidak diberikan honorarium dan kepada yang 
bersangkutan hanya diberikan uang transport ke tempat tujuan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

RABX
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA
 

SERTA PELAKSANAAN PEKERJAAN
 

Pasal65
 

(l)	 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah I SKPD) diatur 
sebagai berikut 

a) Untuk pengadaan dengan nilai. di bawah Rp.S.OOO.OOO,OO (lima jura rupiah) bentuk 
kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya; 

b) Untuk pengadaan (Belanja Langsung) dengan nilai di atas Rp.5.000.0C10,OO (lima juta 
rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa 
Surat Perintah Kerja (SPK) tanpajaminan pelaksanaan; 

c) Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang dan jasa (Belanja Langsung I dengan nilai 
diatas Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dilengkapi surat perjanjian kerja l.ontrak 
surat perintah kerja (SPK) dan dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa penur jukkan 
langsung/lelang umum serta berita acara pemeriksaan/penerimaan barang dan iasa. 

d) Khusus untuk Proyek Pembangunan Jasa Konstruksi yang pengadaannya dengan \ktode 
Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum yang dikontrakan dibuatkan 
laporan kemajuan fisik pekerjaan oleh pihak pelaksana kegiatan/direksi bersama-sama 
konsultan supervisi (jika ada) disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pe igguna 
anggaran dan dilaporan hasilnya kepada Bupati melalui Bagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Kabupaten Lampung Timur. 

(2)	 Untuk melaksanakan pengadaan barangljasa wajib dibentuk panitia pengadaan barang/jasa 
dan susunan keanggotaanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 



(3)	 Panitia Pengadaan barang/jasa unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai 
tugas: 

a) Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 
b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (I-IPS);
 
e) Menyiapkan dokumen pengadaan;
 
d) Mengumumkan pengaclaan barang/jasa melalui media eetak dan papan pengumuman resmi
 

untuk penerangan umum; 
e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui paska kualifikasi maupun pra kualifikasi; 
f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran; 
g) Mengusulkan calon pemenang; 
h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala SKPD; 
i) Menandatangani fakta integeritas. 

(4)	 Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dibentuk panitia pemeriksaan barang/jasa yang diatur sebagai berikut : 

a) Untuk nilai/jumlah pembelian pengadaan barang sid Rp50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) penetapan keanggotaan panitia perneriksaan barang diserahkan ke masing-rnasing 
unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan; 

b) Untuk nilai/jumlah pembelian/pengadaan barang diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), keanggotaan panitia pemeriksaan barang/jasa dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

(5) Pekerjaan yang dapat dilaksanakan seeara swakelola sebagai berikut : 

a) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kernampuan teknis sumber daya manusia 
sebagai instansi pemerintah; 

b) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaanya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; 

e) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat lokasi atau pembiayaannya tidak diminati 
oleh penyedia barang dan j asa; 

d) Pekerjaan yang seeara rinei/detail tidak dapat dihitunglditentukan terlebih dahulu sehingga 
apabila dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa akan menangung resiko yang besar; 

e)	 Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; 

f)	 Pekerjaan untuk proyek percontohan tPilot Project) yang bersifat khusus pengernbangan 
teknologi/rnetode kerja yang bel urn dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa; 

g) Pekerjaan khusus yang bersifat pemprosesan data, perumusan kebijakan pernerintah, 
pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan 
tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; 

h) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan. 

(6)	 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai kegiatan pengadaan 
barang/jasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BABXI
 
SERAH TERIMA PEKERJAAN
 

Pasal66 
(1)	 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yeng tertuang dalam kontrak, 

penyedia barang/jasa mengajukan permintaan seeara tertulis kepada pengguna barangjasa 
untuk penyerahan pekerjaan. 

(2) Pengguna barangljasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, 
baik seeara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk 
rnemperbaiki danlatau .-nelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan 
dalam kontrak, 



(3)	 Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. 

(4)	 Penyedia harang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekcrjaan selama masa yang 
ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap sepcrti pada saat penyerahan pekerjaan 
dan dapat memperoleh pembayaran uang rctensi dcngan menyerahkan jaminan pemel iharaan. 

(5)	 Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permancn 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi 
permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. 

(6)	 Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jarninan 
perneliharaan kepada penyedia harang/jasa. 

BAB XII
 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAl\'
 

Pasal 67 

(l ) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah CAPBO) yang ditetapkan dalam Ookumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPO) dan unit satuan kerja dilakukan oleh lnspektorat 
Kabupaten. 

(2)	 Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)	 Inspektorat Kabupaten melakukan Perneriksaan Bantuan/Hibah dari Pihak ketiga baik yang 
berupa uang, barang dan jasa yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD). 

Pasa1 68 

(1)	 Pengendalian kegiatan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai target tepat 
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat. 

(2)	 Pengendalian kegiatan bertujuan agar permasalahan dan kesalahan yang timbul segera 
diketahui secara dini sehingga dapat cepat dicarikan pemecahannya dan agar dapat dihindari 
adanya penyimpangan baik yang bersifat administrasi maupun teknis, sehingga dapat ditekan 
sekecil mungkin terjadinya kesalahan-kesalaban. 

(3)	 Jenis Pengendalian Kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi .
 

a) Pengendalian Umum/Eksternal;
 

b) Pengendalian Kegiatan.
 

(4)	 Pengendalian Umum/Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang meliputi 
semua kegiatan yang berlangsung di Daerah sebagai implementasi dan pelaksanaar, anggaran 
daerah. Pengendalian UmumlEksternal dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dirugaskan 
Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Timur. 

(5)	 Pengendalian Kegiatan/Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh 
Kepala SKPD agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang 
direncanakan sehingga iercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat mutu, tepat sasaran dan 
tepat manfaat serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hasil pengendalian kegiatan 
dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Timur. 

(6)	 Pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

a)	 Pengendalian Administrasi; 

b)	 Pengendalian Teknis. 

~ I 



(7) Pengendalian Administrasi sebagaimana dimaksud pada (7) huruf a dilakukan terhadap proses 
dan prosedur administrasi kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administr asi. 

(8) Pengendalian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hurufb dilakukan melalui: 

a) Pengawasan Lapangan; 

b) Pemeriksaan Lapangan; 

c) Pengujian Laboratorium. 

(9)	 Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a adalah pengendalian 
kegiatan dengan peninjauan di lapangan untuk meneliti apakah kelengkapan pelaksanaan 
kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi : 

a) Direksi Kit; 
b) papan nama kegiatan; 
c) jadwal pelaksanaan; 
d) buku direksi; 
e) laporan tingkat kemajuan kegiatan per minggu; 
f) buku material; 
g) kelengkapan lain yang berfungsi pula sebagai sarana pengawasan masyarakat. Pengawasan 

lapangan dilakukan oleh Kepala SKPD, PPTK, Konsultan Pengawas dan 
InstansilKomponen lainnya yang ditugaskan oleh Kepala SKPD untuk melakukan 
pengendalian pelaksanaan kegiatan. 

(10)Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf	 b yaitu pengendalian 
yang dilakukan dengan peninjauan lokasi dengan mencocokkan realisasi yang dilaksanakan 
dengan laporan yang disampaikan. Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh pengguna 
barang/jasa dan penyedia barang/jasa serta konsultan pengawas bersama-sama Tim Pemeriksa 
BaranglJasa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara 
Pemeriksaan. ­

(11)Pengujian Laboratarium sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c yaitu pengendalian 
yang dilakukan melalui uji laboratorium terhadap bahan/material yang akan digunakan 
maupun uji laboratorium terhadap hasil pelaksanaan baik secara langsung di lapangan 
maupun pengambilan sampel yang akan diuji di laboratorium. 

Pasa169 

(1)	 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan APBD, meliputi : 

a) Rapat koordinasi kegiatan;
 
b) Rapat koordinasi pengendalian terpadu.
 

(2)	 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin 
oleh Kepala SKPD dan dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, dengan mengundang 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan staf Pelaksana yang 
terkait dalam Sub Unit Kerja yang bersangkutan. Hasil pelaksanaan Rakor Pengendalian 
dimaksud dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Lampung Timur melalui Bagian 
Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Timur. 

(3)	 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b yaitu rapat koordinasi pengendali kemajuan kegiatan pelaksanaan APBD yang diikuti oleh 
semua Kepala SKPD dan dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, dikoordinir oleh 
Assisten Bidang Ekonomi dan Pernbangunan pelaksanaannya sekurang-kurangnya atau 
minimal 3 (tiga) kali setiap tahun pada akhir Triwulan. Sebagai Instansi penyelenggara adalah 
Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Timur. 



BAB XJU
 
PENUTUP
 

Pasal70
 

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka: 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan 
diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedornan kepada ketentuan dan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal71 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatanya dalam Berita Daerah Kabupten 
Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal ('?J fe.bruo n. 2009 

BLJPATI LAMPLJNG TIMUR, 

-e~ 
SATONO 

Diundangkan di Sukadana 
pactatanggal (~ fe'o('voii' 2009 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

I WAYAN SUTARJA 

BERITA DAERAH KABUP ATEN LAMPUNG TIMOR 
TAHDN 2009 NOMOR: 00 
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PENlJTlJP
 

Pasal70
 

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka: 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan 
diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal71 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 0 I Januari 2009. Agar setiap orang rnengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kaiupten 
Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
padatanggal 13 Februari 2009 

BUPATI LAMPUNG TIMlJR, 

~A ION 0 

Diundangkan di Sukadana 
padatanggal 13 Februari 2009 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

I WAYAN SUTARJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TAHUN 2009 NOMOR : 
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Lampiran	 Peraturan Bupati Lampung TiIIlUl' 

Nomor 06 Tahun 2009 

Tanggal 13 Februari 2009 

N 
0 

1 

1 

BIAYA
URAlAN SATUAN KETERANGAN

TA 2009 

2 
-	

:3 4· 

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 

1.1	 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 Orang/Bulan 220,000
 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 Orang/Bulan 330,000
 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 Orang/Bulan 385,000
 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 Orang/Bulan 440,000
 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 Orang/Bulan 495,000
 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar s/d 2,5 Milyar
 Orang/Bulan 550,000
 

g Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 Orang/Bulan 605,000
 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 Orang/Bulan 715,000
 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 Orang/Bulan 880,000
 

j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 Orang/Bulan 1,100,000
 

k Nils! Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 Orang/Bulan 1,320,000
 

I Nilai Pagu dana dlatas 500 Milya, c.d 1 Trilyun
 Orang/Bulan 1,650,000
 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun
 Orang/Bulan 1,980,000 

1.2	 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPTK
 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 Orang/Bulan 190,000
 

b Nrlai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 Orang/Bulan 280,000
 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 Orang/Bulan 330,000
 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 Orang/Bulan 385,000
 

e Nilai Paqu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 Orang/Bulan 440,000
 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar
 Orang/Bulan 495,000
 

g Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 Orang/Bulan 550,000
 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 Orang/Bulan 660,000
 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 Orang/Bulan 770,000
 

j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 Orang/Bulan 935,000
 

k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 Orang/Bulan 1,155,000
 

I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 Orang/Bulan 1,430,000
 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun
 Orang/Bulan 1,760,000 



I 
1.3 

1.4 

-

PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM/PPK 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta
 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 

f Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar
 

g Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 

j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 

k Nilai Paqu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 

I
 Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun
 

BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) 

a Nilai Pagu dana s.d Rp. 50 Juta 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta
 

c Nilal Pagu dana dlatas Rp. 1DO Juta s.d 250 Juta
 

d Nllai Pagu dana dlatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 

f Nilal Pagu dana dlatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar
 

g Nilai Pagu dana dlatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

h Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 

j Nllai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 

k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 

I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 

Orang/Bulan 165,000 

Orang/Bulan 250,000 

Orang/Bulan 305,000 

Orang/Bulan 330,000 

Orang/Bulan 385,000 

Orang/Bulan 440,000 

Orang/Bulan 470,000 

Orang/Bulan 550,000 

Orang/Bulan 770,000 

Orang/Bulan 825,000 

Orang/Bulan 990,000 

Orang/Bulan 1,265,000 

Orang/Bulan 1,485,000 

Orang/Bulan 155,000 

Orang/Bulan 230,000 

Orang/Bulan 275,000 

Orang/Bulan 310,000 

Orang/Bulan 350,000 

Orang/Bulan 385,000 

Orang/Bulan 440,000 

Orang/Bulan 525,000 

Orang/Bulan 660,000 

Orang/Bulan 770,000 

Orang/Bulan 935,000 

Orang/Bulan 1,155,000 -­
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1.5 STAF PENGELOLA 

a Nilai Pngu dana s.d Rp. 50 Juta Orang/Bulan 110.000 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta Orang/Bulan 165.000 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta Orang/Bulan 195.000 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta Orang/Bulan 220.000 

e Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar Orang/Bulan 250.000 

f Nilal Pagu dana diatas Rp 1 MilyC'1I .,/d 2,5 Milyar Orang/Bulan 275.000 

9 Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar Orang/Bulan 305.000 

h Nila; Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar Orang/Bulan 360.000 

i Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar , Orang/Bulan 440.000 

j Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar Orang/Bulan 550.000 

k Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar Orang/Bulan 660.000 

I Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun Orang/Bulan 825.000 

m Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun Orang/Bulan 990.000 

catatan : 
Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelolaan Keuangan pada masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan besaran pagu yang dikelola. Pada Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), jumlah staff maksimum 6 (enam) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (F'DG). 
pada KPA yang dibantu oleh 1 atau beberapa PPK jumlah staff Pengelola Keuangan 
maksimum 3 (tiga) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji (PDG). untuk masing-masing 
PPK maksimal 2 (dua) orang.jumlah seluruh Pengelola Keuanqan dalam 1 (satu) Tahun 
maksimal 10 % dari pagu. untuk Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM diberikan 
kepada satu orang. 

PEJABATIPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA 
2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Orang/Bulan 165.000 

Catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa 
Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai 
dengan nilai Rp.50.000.000,- (maksimal 1 orang). 

2..2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) 

a Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta OranglPaket 330.000 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta OranglPaket 495.000 

c f\lilai Pagll dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta Orang/Paket 580.000 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar OranglPaket 660.000 

e Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar OranglPaket 745.000 

f Nilai Pagu dana diatas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar OranglPaket 825.000 

9 Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar OranglPaket 910.000 

h Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar OranglPaket 1.075.000 

i Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar Orang/Paket 1.320.000 

j Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar Orang/Paket 1.650.000 

k Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun Orang/Paket 1.980.000 

I Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun Orang/Paket 2.475.000 

2.3 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) 

a Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta Orang/Paket 250.000 

b Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta Orang/Paket 310.000 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d500 Juta Orang/Paket 430.000 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar Orang/Paket 495.000 

e Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar Orang/Paket 550.000 

f Nilai Pagu dana diatas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar Orang/Paket 605.000 

9 Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar Orang/Paket 680.000 

h Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar Orang/Pa ket 800.000 

i Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar Orang/Paket 990.000 

j Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar Orang/Paket 1.240.000 

k Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun Orang/Pa ket 1.485.000 

I Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun Orang/Paket 1.855.000 

2.4 PANITIA PENGADAANJASA (NON KONSTRUKSI) 

a Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta OrangJPaket 220000, 



URAIAN o 
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b Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta
 

c Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta
 

d Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Milyar
 

e Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Milyar sid 2,5 Milyar
 

f Nilai Pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar
 

9 Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar
 

h Nilai Pagu dana diatas 10 Milyar s.d 50 Milyar
 

i Nilai Pagu dana diatas 50 Milyar s.d 100 Milyar
 

j Nilai Pagu dana diatas 100 Milyar s.d 500 Milyar
 

k Nilai Pagu dana diatas 500 Milyar s.d 1 Trilyun
 

I Nilai Pagu dana diatas 1 Trilyun
 

Catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa 
Pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan baranq/jasa. Anggota panitia 
pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3(tiga) orang. 

3 PANITIA PEMERIKSAIPENERIMA 8ARANG/JASA PER PAKET 
3.1	 Pengadaan barang Rp. 50 juta sid Rp. 500 juta atau Jasa Konsultan Rp. 50 juta 

sid Rp. 500 juta 

3.2	 Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau Jasa Konsultan diatas Rp. 200 juta 

catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PI~S yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa 
barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan/jasa dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan. 

4 PENGELOLA PNBP 
4.1	 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
 

a Nilai Penerimaan per tahun s.d Rp. 200 juta
 

b Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta
 

c Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar
 

d Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp 5 Milyar
 

e Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 Milyar
 

4.2	 BENDAHARA 

a Nilai Penerimaan per tahun s.d Rp. 200 juta 

b Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta 

c Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar 

d Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp 5 Milyar 

e Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 Milyar 

4.3	 SEKnETARIAT / ANGGOTA
 

Sekretariat / Anggota, Maksimum 5 Orang
 

Catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola 
penerimaan .ieqara bukan pajak. Jumlah Sekretariat / Anggota pengelola paling banyak 
5 (lima) orang. 

5 PELAKSANA KEGIATAN PENELITI 
5.1	 Koordinator peneliti 

5.2	 Sekretariat penelitian 

5.3	 Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari) 

5.4	 Peneliti (maksirnum 4 jam/hari) 

5.5	 Pengolahan data 

5.6	 Pembantu peneliti 

5.7	 Petugas Survey 

5.8	 Pembantu lapangan 

6 NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR I RAKOR I SOSIALISASI I 
DESIMINASII BIMTEK 

6.1	 Pejabat Eselon II 

SATLAS 

Orang/Pa ket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Pa ket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Paket 

Orang/Pakel 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan
 

Orang/Bulan
 

Orang/Jam
 

Orang/Jam
 

Penelitian
 

Orang/Jam
 

Orang/Responden
 

Orang/Hari
 

Orang/Jam
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310.000 

430.000
 

495.00U
 

550.000 

605.000 

680.000 

800.000 

880.000 

990.000 

1.320.000 

1.855.000 

220.000 

330.000 

495.000 

605.000 

660.000 

770.000 

880.000 

330.000 

440.000 

550.000 

660.000 

770.000 

220.000 

350.000 

250.000 

27.500 

22.500 

1.000.000 

15.000 

5.000 

50.000 

7500CH) 
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6.2 Pejabat Eselon III ke bawah 

6.3 Pakar/Pralctisi/Pembicara Khusus 

6.4 Moderator 

catatan : 
Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber balk diluar maupun didalam unit eselon 
II penyelenggara, yang menjadi narasumber pada kegiatan Seminar, Rakor, Sosialisasi, 
dan Oesiminasi yang melibatkan peserta dari unit eselon Illainnya. 

7 TENAGA HARlAN LEPAS 
7.1 Pendidikan SD/SMP 

7.2 Pendidikan SMA/01 

7.3 Pendidikan 03/81/82 

8 TIM PELAKSANA KEGIATAN 
8.1	 Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati
 

a Pengarah
 

b Penanggung Jawab
 

c Koordinator
 

d Ketua
 

e Wakil Ketua
 

f Sekreta ris
 

9 Anggota
 

8.2 Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran 

a Pengarah
 

b Penanggung Jawab
 

c Koordinator
 

d Ketua
 

e Wakil Ketua
 

f Sekretaris
 

9 A,nggota
 

8.3 Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan (KPA) 

a Pengarah
 

b Penanggung Jawab
 

c K.oordinator
 

d K.etua
 

e Wilkil Ketua
 

f Sekretaris
 

9 A,nggota
 

Catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati/Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Surat Keputusan (KPA), diberi tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim 
perumusan kebijakan dan strategi 

9 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 

9.1 Pengarah 

9.2 Penanggung Jawab 

9.3 Koordinator 

9.4 Ketua 

9.5 Wakil Ketua 

9.6 Sekretaris 

9.7 Anggota 

10 TIM KA"UAN HUKUM I TIM ADVOKOSI HLIKUM 

10.1 Pengarah 

10.2 Penanggung Jawab 

10.3	 Koordinator 

10.4 Ketua 

10.5 Wakil Ketua 

10.6 Sekretaris 

10.7	 Anggota 

SATLAS
 

:3 

Orang/Jam 

Orang/Jam 

Orang/Jam 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/BUlan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Oran~'BJ~an 
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TIM PEMBINA &PENGENDALI PELAKSANA APBD KABUPATEN 

11.1 Pengarah 

11.2 Penanggung Jawab 

11.3 Koordinator 

11.4 Ketua 

11.5 Wakil Ketua 

11.6 Sekretaris 

11.7 Anqqota 

12 HONORJ~RIUM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK TENAGA HARlAN 

13 STANDARISASI HONORARIUM BIAYA PENANGANAN KASUS 
Standarisasi Honorarium Biaya Penanganan Kasus pada lnspektorat Kabupaten 
Lampung Timur per kasus (Maksimal).& Pembentukan Tim dilaksanakan secara selekti 
sesuai kebutuhan. 

14 TIM PELAKSANA LAPANGAN I TIM SEKRETARIAT 

14.1 Penanggung Jawab/Pembina 

14.2 KetualWakil Ketua 

14.3 Sekretaris 

14.4 Anggota 

Catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat 
berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi 
untuh menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi. 

15 TIM PENYUSUN JURNAL 

15.1 Penanggung Jawab 

15.2 Redaktur 

15.3 Penyunting/editor 

15.4 Desain Gratis & Fotografer 

15.5 Redaktur Pelaksana 

15.6 Sekretariat 

15.7 Pembuat artikel 

16 TIM PENYUSUN BULETIN I MAJALAH 

16.1 Penanggung Jawab 

16.2 Redaktur 

16.3 Penyunting/editor 

16.4 Desain Grafis & Fotografer 

16.5 Redaktur Pelaksana 

16.6 Sekretariat 

16.7 Pembuat artikel 

17 PENGELOLA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GA.JI 

17.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA 

a Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milyar 

b Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar sId Rp. 50 milyar 

c Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar sId Rp. 100 milyar 

d Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar sId Rp. 200 rnllyar 

e Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar 

17.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA 

a Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milyar 

b Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar sId Rp. 50 milyar 

c Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar sId Rp. 100 milyar 

d Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar sId Rp. 200 milyar 

e Nilai pagu dana diatas Rp. 200 f,,::,'ar 

17.3 JURU BAYAR/STAF 

a Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milyar 

b Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar sId Rp. 50 milyar 

c Nllai pagu dana diatas Rp. 50 milyar sid Rp. 100 milyar 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Perkasus 

Orang/Kegiatan 

Orang/Kegiatan 

Orang/Kegiatan 

Orang/Kegiatan 

OranglTer 

OrangfTer 

OrangfTer 

OrangfTer 

OranglTer 

OrangfTer 

Halaman 

OrangfTer 

OrangfTer 

OrangfTer 

OrangfTer 

OrangfTer 

OrangfTer 

Halaman 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

5 
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400.000 
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50.000 
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300.000 
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110.000 

165.000 

220.000 
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330.000 

85.000 
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d Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar sid Rp. 200 milyar Orang/Bulan 

e Nilai pagu dana diatas Rp. 200 milyar Orang/Bulan 

Catatan: 
Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat 
berwenang ditunjuk untuk mengelola gaji. 

18 VAKASI PENYELENGGARA UJIAN 

18.1 SETINGKAT PENDlDIKAN DASAR 

a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian Naskah/Pelajaran 

b Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 

c Pengawas Ujian Orang/Hari 

18.2 SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH 

a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian Naskah/Pelajaran 

b Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 

c Pengawas Ujian Orang/Hari 

18.3 SETII\IGKAT PENDIDIKAN TINGGI 

a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian Naskah/Pelajaran 

b Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 

c Pengawas Ujian Orang/Hari 

18.4 PENDlnlKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI 

a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian Naskah/Pelajaran 

b Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 

c Pengawas Ujian Orang/Hari 

18.5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT 

a Penyusunan/pembuatan bahan Ujian Naskah/Pelajaran 

b Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian 

c Pengawas Ujian Orang/Hari 

Catatan; 
Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/penqawas ujian. Untuk 
pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transport. Vakasi penyelenggaraan ujian 
tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sitatnya berupa latihan dan ujian lokal 

19 INSTRUKTUR 
19.1 Instruktur (Berstatus PNS) Orang/Jam 

19.2 Instruktur (Berstatus Non PNS) Orang/Jam 

20 TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 

20.1 UANG LEMBUR (diluar jam kerja pada hari kerja) 

a Golongan IV Orang/Jam 

b Golongan III Orang/Jam 

c Golongan II Orang/Jam 

d Golongan I Orang/Jam 

e Tenaga Harian Lepas (Non PNS) Orang/Jam 

20.1 UANG MAKAN LEMBUR Orang/Jam 

Catatan: 
a Batasan waktu kerja lernbur maksimal 3 (tlga) jam sehari atau 14 (empat belas) 

jam dalam seminggu. 

b Pada hari libur kerja tarif uang lembur dihitung 200% dari tarit lembur hari kerja 

C Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah 
bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan 
diberikan maksimal 1 kali per hari. 

.". 21 UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Orang/Hari 

Catatan: 
Uang makan diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitung secara harian maksimal 22 
(dua puluh dua) hari kerja 

BIAYA
 
TA 2009
 

4, 

250.000 

300.000 

95.000 

1.000 

200.000 

110.000 

1.000 

250.000 

150.CO:J 

1.C:t 

300.:}X 

~ 5:', )): 

·c-): 
3:-~,:C: 

.. : :: .:{:":.' 

. :-:~: 

..... .c: .............
L. __ ... __ 

5CJ.OOO 

Sesua: Pasar 

13.000 

11.000 

9.000 

7.000 

7.000 

15.000 

15.000 

KETERANGAN 

5 
-



N 
0 
1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

BIAY.\ [ KETER. "G '"URAIAN SATUA'!" TA soos ] :\. A. 

2 :3 4 5 

PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI Stel 300.000 

(Termasuk Atribut dan Ongkos Jahlt) 

PAKAIAN MAHASISWAITARUNA Stel 265.000 

(Terrnasuk Atribut dan Ongkos Jahlt) 

PAKAIAN SOPIR/PESURUH Stel 175.000 

(Termasuk Atribut dan Ongkos Jahit) 

PAKAIAN SATPAM (TERMASUK PERLENGKAPAN) Stel 175.000 

KONSUMSIRAPAT 
26.1 MAKAN Orang/Kali 20.GC:: 

26.2 SNACK Orang/Kali 75:: 

Catatan : i 
Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang Idiselenggarakan dengan peserta berasaI dari Iintas eselon II instansi I wilayah. 

PENCETAKAN 
Buku I Formulir dan sebagainya 27.1 

a Folio HVS, 1 muka/2 muka 60 gram 
- Foto Copy Folio Lembar 200 
- Foto Copy Double Folio Lembar 300
 

- Jild biasa
 Buah 3.500
 

- Jilid Cover
 Buah ' 0.000
 
- Cetak Cover
 Buah :0000
 

- Cuci Cetak Film
 Buah 75.000 
- Spanduk Buah 200.000 

27.2 Leaflet I Brosur 

a	 Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka I 2 muka
 

- Oplah 200 - 1000 halaman
 Halaman 4.250
 

- Oplah >1000 - 5000 halaman
 Halaman 2.400
 

- Oplah >5000 halaman
 Halaman 1.200 

27.3 Poster (min 75x50 cm2) 

a	 Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka
 
- Oplah 200 - 1000 halaman
 Halaman 7.100
 

- Oplah >1000 - 5000 halaman
 Halaman 4.700
 

- Oplah >5000 halaman
 Halaman 2.500 

27.4 Buletin (min 12 lembar) 

a	 Folio HVS, 60 gram
 

- Oplah <= 300 eksemplar
 Halaman 300
 

- Oplah > 300 eksemplar
 Halaman 215 

27.5 Cover Buku (2 warna) 

- Oplah 100-500 Halaman 4.800
 

- Oplah > 500
 Halaman 4.600 

27.6 Cover Buku (4 warna) 

- Oplah 100-500 Halaman 7.800
 

- Oplah> 500
 Halaman 6.250 

8.700PENJILIDAN Eksemplar 

Catatan: 
Satuan biaya untuk pencetakan dan penjilidan yang diberikan c1alam rangka menunjang 

; 

I 

keqiatan. 
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PEN3ADAAr--1 KENDARAAN DINAS 
29.1 Pejabat Negara 

29.2 Eselonll 

29.1	 Operasional Kantor / Lapangan 

a Bus Roda 6 

b Roda 6fTiga perempat 

c Roda 4/Minibus 

d Pick Up 

e Roda 2 

f Motor Trail 

D1KLAT PIMPINAN I STRUKTURAL 

30.1 Diklat Pimpinan Tk.11 (lama diklat 10 minggu) 

30.2 Diklat Pimpinan Tk.1I1 (lama diklat 7 minggu) 

30.3 Diklat Pimpinan Tk.IV (lama diklat 6 minggu) 

LATIHAN PRAJA8ATAN 
31.1 Golongan III (Lama Diklat 22 hari) 

a CPNS Reguler (Lama Diklat 14 hari)
 

b CPNS Eks Honorer (Lama Diklat 24 hari)
 
Golongan I & II
 31.2 

~-

a CPNS Reguler (Lama Diklat 10 han)
 
b CPNS Eks Honorer (Lama Diklat 19 han)
 

DIKLAT TEKNIS I FUNGSIONAL PNS 

DIKLAT KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT 
(NON INSTITUSIONAL) 

PEMELIHARAAN GEDUNG 
34.1 Pemeliharaan Gedung Kantor 

34.2 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 

PEMELIHARAAN DAN 81AYA OPER.A.SIONAL SARANA I{ANTOR 

35.1 Kendaraan Bermotor 

a	 Kendaraan Pejabat Negara
 
Kendaraan Roda 6
 b
 

c Kendaraan Roda 4
 

d Kendaraan Roda 2
 

35.2 Speedboat 

35.3 Inventaris Kantor 

35.4 Personal Komputer 

35.5 AC Split 

35.6 Genset lebih kecil dari 50 Kva 

AKOMODASI DAN SEWA KENDARAAN I MESIN FOTOKOPI 
36.1 Akomodasi 

36.2 Sewa Kendaraan Roda 4 

36.3 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 Orang 

36.4 Sewa Kendaraan (Bus Pariwisata) 

36.5 Sewa Mesin Fotokopi 

TUNJANGAN OPERASIONAL (88M) 

37.1 Sekretaris Daerah 

37.2 Assisten 

Kepala Dinas, Badan Kantor, Bagian37.3 

Kendaraan untuk operasional kegiatan 37.4 

a kendaraan roda 4
 

b kendaraan roda 2
 

Catatan: 
Satuan biaya untuk operasional yang diberikan dalam rangka menunjang kegiatan. 

SATUAN 

.'3 

Unit
 

Unit
 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Peserta/angkatan 

Peserta/angkatan 

Peserta/angkatan 

Peserta/angkatan 

Peserta/angkatan 

Peserta/angkatan 

Peserta/angkatan 

Peserta/Hari
 

Peserta/Hari
 

M2I Tahun
 

M2/ Tahun
 

UnitrTahun
 

UnitrTahun
 

UnitfTahun
 

UnitrTahun
 

UnitfTahun
 

PegawaifTahun
 

UnitrTahun
 

UnitrTahun
 

UnitrTahun
 

Orang/Hari
 

UnitiHari
 

UnitiHari
 

UnitiHari
 

Bulan/Unit
 

40 Ltr/Hari 

30 Ltr/Hari 

25 Ltr/Hari 

15 Ltr/Hari 

3 Ltr/Hari 

BL-\YA KETERANGAN
TA 2009 
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Sesuai Pasar 

Sesuai Pasar 

Sesuai Pasar 

Sesuai Pasar 
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38 STANDAR BIAYA SEWA RUANG RAPAT DAN GEDUNG PERTEMUAN PER HARI 

-RUANG 
NO PROVINSI 

BESAR 

S1 2 

-----~~--.__._._-------_._---_._---- _. ----------- ---.'_ .._- ­ ~ 

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 
~_.- _.~--_._----~-

2 SUMATERA UTARA 
--------------~--------_. 

RIAU
 

4
 

3 

KEPULAUAN RIAU 
--~.--_._---

5 JAMBI 
---~._-._----,_.------_._~_._~-_

6 SUMATERA BARAT 
----~-----------~~~-_

SUMATERA SELATAN 7 
----- .._-----_.._-_..~~_._--------_

LAMPUNG8 --_.__._----- ..- ..----~..,.---_._.----._---._--._--. 

9 BENGKULU 
---_.~-----_ _._-~....._-_..._._..-_.._...~....

10 BANGKA BELITUNG
 

11
 BANTEN 
--~-----_._--~----------

12 JAWA BARAT 3.750.000 
.._----~._---,~-----_..._-_..1----­

13 DKI JAKARTA 
I------~---~---------_._--

14 JAWA TENGAH 6.000.000 
f--­

0.1. YOGYAKARTA 3.000.00015 
-.--~---_._----"---~--~."-~---~-~~'------'---~ ~--------~ 

16 JAWA TIMUR 4.500.000 ------_..._..._--_.__._-­

17 B A L I 4.500.000 
----~---

18 NUSA TENGGARA 6ARAT 7.500.000 
---~..-._--­

19 NUSA TENGGARA TIMUR 2.000.000 
--' 

20 KALIMANTAN 6ARAT 2.700.000 
,--- f-------.-----. 

21 KALIMANTAN TENGAH 2.000.000 

22 KALIMANTAN SELATAN 
.._.._--..._._--._. __._-_.._....._..._----._._­

23 KALIMANTAN TIMUR 5250,000 
-------~~~--------_.__.__.._~-~._~_..-_.-._.......
 

24 SULAWESI UTARA 5.000.000 
--~-_.~_._...__._---_._---.... ------ --..---- .--.._-. __.._-------­

25 GORONTALO 2.000.000 ._._-.._------_.­-_. --,-~~------~---------._--
26 SULA.WESI BARAT 

f---- ----_._------_.._--~-------_._------

27 SULAWESI SELATAN ------_.._._..._---_.- ----_._._----_.__._.._.__..

28 SULAWESI TENGAH 
---~--_. _-"--~._._-_._--_.-_.-.__.-.._-_..

SULAWESI TENGGARA 29 
f---- -------_.. 

30 MALUKU 
~------_._--------~----------_._.I---- ­

31 MALUKU UTARA 
1--------- ­

PAPUA32 
I---- ­

33 IRIAN JAYA 6ARAT . .-_. __._~_._I-----~~.~------~----------

RUANG GEDUNG 
KECIL PERTEMUAN 

5 6 

--_. __._---~- ---------". -_..,--,----_.._-_..._,­.--- ­

1.500.000 3.000.000 
- .'---_.----- ­----. -----'-_.­

1.000.000 8.000.000 
---_._-_.._-_._-­.~---------~~--

1.000.000 3.000.000 _...~_._-_._..- •..~~--_.._. _.._--­.~. ~ .._-~~--_ ..-._­
1.000.000 3.000.000 -_._.. ..__ ---_.•._-_._--_._--~_._----_ ._--~ - --.-- .._~._------_.-

1.500.000 3.000.000 
~---_...• _--­ ----_._._---_..-----.-----~-_._- -~-

1.000.000 3.000.000 
.-_.._..__....---_._-_._-_..­ ~  - -_..._.__.. - _..--...__._-_..__._.._----­~  

1.000.000 4000.000 
_--------~_.__..--- --.-.... .._._-- -------------------._-­

1.000.000 8.000.000 
------- ' ~~~-~~ ~~. --.----._-_. 

1.000.000 3.000.000 
.._..-----_....- .--_....­ .---..-- . --~-..-_._--.--­

1.000.000 3.000.000 
----~-~~_. ~-_.~-----_.~--_._--

2.000.000 5.000.000 
--------.---~--_.--_.._------­---,---~-----,--

1.250.000 10.000.000 
.__._---_.- ......._---_._._--- - . _..-------- ­ ---_._._-_._.._---.-._--­- -_.~--.------_.._._--­

3.500.000 2.500.000 1.250.000 22.000.000 
f------~.--~--------~ ~--------_.-~-------~--,-------

5.500.0002.000.000 

1.500.000 3.500.000 
~. 

1.500.000 10.000.000 
_._._--~.._._---­ ~._._-------.., .. _----...­

2.000.000 5.000.000 
-._-~-~----~_._-------------

1.500.000 6.000.000 
---~-~

1.000.000 2.750.000 

1.000.000 3.000.000 
----------_..__.~--~-

1.000.000 2.500.000
f-----.~-~------- ..... ---,--,--.-_._.- .. -_.,-_._~-~--_._---_ ..--,------ ­

1.800.000 15.000.000 
__.

~,~---------. ­ -----_._~ -_._----~. ---- ---- -_.

1.750000 4.500.000 

2.500.000 20.000.000 
... _---.-.-._-----­ ._... _----_._--- .. _._---~_. 

1.000.000 3.250.000 
_--~_...._-- ­ --- .. --------- ------------ ­

1.000.000 3.000.000 
~.-_.-_._.._-_._-_._....._-----­ _.. - - -- ._- -. - --------.---­

1.000.000 6.000.000 .----------,--_.. , -- ----­ - -- '-"--''' ­

1.200.000 4.000.000 
--~-..._-- -- -.._-----.-_. ­ -- .. ._- - -._---_.-.-. ---~ 

1,000.000 3.250.000 
--------.-,...... - ------------ ­

1,500.000 5000.000 .__ .- ... _--_.-. __._....._-_. ­ --------- ---- ---_.- _.,,-- ­

1200000 5.000.000 
.- -" ----------- ­ - _.~_.~ .. ,_. -.--------------------- ­

1000.000 5.000.000 
" ..~-...__.. _-_....._-- ­ ---- ----- ------ ---,,--.-----_._-_.­

2.000.000 5500.000 

- -.-- "'--'" 

_._---~----

.._-_._--_._-_. -_...__.._-----_ ..~~---

~-_._--~---~--.-------.-.--------.- -----­

.._-_.- .-.._------------- ..... 

3.000.000 

4.000.000 
.---.--' -,-_._--_.-------"--_..-. 

. -_. 

..- -------_._-­

_~ .. .-._--~--_._~-_._-_.._-----_. ---..... . 

-.---.-.~.-.----------- ... 

.__ .-- ..._.. .. .... _.
_-~--_ 

. ­

-- ----------~_. ---..__.. ­

_-
--~._- -----~-._ .._---~-

._...._.
--~.- ------.-~ -­

---~-----_..~ 

-- ..... ­

----_.__.. --~-------~---_. 

.__.._._--_.. _._---------- ­

....­ .. --.-­

3.250.000 

-

v· 

_..._--- ._---_...._._..- ..I~ 

2.500.000 
~. 

3000.000 _..._..-.. ._.-. __.--_.--.. 

2.500,000 
- -_._-_._------~----'-' ­

2.000.000 
.. 

3.000.000 
1 ~ 

2000.000 

2.000.000 
------_._-----­

5.500.000 
_._--~_.._.._---_. 

4.500.000 2.400.000 

2.000.000 

3500.000 

4500.000 
~~-- . 

2.500.000 
-----~_._-

4.500.000 
._----- -_._------_.._--- ­

5000000 
.._--- -- - ---.-------._---._-. 

4.000.000 
I-~ ~ - - --- ------- ­

6000000 

RUANG
 
SEDANG
 

4 

---- - --- .._-.-­

2.000.000 

2.000.000 
__• ____ ----_.-..,-_._._----..._.-I~~ 

2.000.000 ---- ._---,.. - ,.'._- --_ .._~-,._--

1.500,000 
.,. _._­

2.500.000 
...._-,,-_._- ..-._..---.-.--- ­

2.000.000 __. __.. ..._-_...._._.._ .._-- . _. __

1.500.000 
.. 

1.500.000 

1.500.000 
.. 

1.500.000 
----~---

3.000.000 
, , ....------,~._- -­ , 

2.000.000 

3.500.000 

2.000.000 

3.000.000 -_...._~._----_._---_. 

3.500.000 

2.500.000
f---._--.- ­

1.500.000 
-_.~------

1.500.000 .. -- - -------_.__ ._..._._.­ ......

1.500.000 

--_._------~---- - _.­

2,800.000 
.. 

3.100.000 _..._-_ .... _. __.._----­

1.500.000 - ...._.--~.~---- -- .~-_._--_._ .... ­

1.500.000 
--.. - - - --.. -- ­

1.800 .. 000 

2.100.000 
-- . 

1.750.000 
~------_._- .__._._---­

3.500.000 
---_.- - ----------._-----.-. 

3000000 

-

~~~ -_.­

- ...

-

---".__..--._.__ .__ ....­ _.- -_._- I····· 

2.500000 
~~ ---_. -.-- .._.­~._-------

3.500.000 

( dalam rupiah) 

http:2,800.000
http:1,500.000


39 A. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN 
(BIAYA PENGINAPAN, TARIF TAXI DAN UANG HARlAN) 

'li' .' (dalam rupiah) 

TAl~lF TAHl!' HATA-HATA KELAS STANDAHT DELUXE NON SUITE 

NO PROPINSI 
TAHIF 
TA-'XI 

UAN(; 

HARlAN 
!lOTI"t" 
KELA'S 11INTA:"G IJINTAN(; BINTANG HINTANG lIiNTANG 
SUITE - LIMA E~IPAT TIGA DUll. SATU 

~ 

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 90,000 300,000 2,350,000 1,755,000 1,140,000 760,000 365,000 250,000 

2 SUMATERA UTARA 65,000 ,300,000 4,400,000 1,100,000 900,000 550,000 300,000 240,000 

3 RIAU 55,000 300,000 3,450,000 1,210,000 860,000 665,000 330,000 245,000 

4 KEDULAUAN RIAU 65,000 300,000 3,410,~00 770,000 625,000 500,000 260,000 185,000 

5 JAMBI 55,000 300,000 1,250,000 1,010,000 960,000 560,000 280,000 200,000 

6 SUMATERA BARAT 100,000 300,000 3,500,000 1,750,000 850,000 550,000 330,000 275,000 

7 SUMATERA SELATAN 85,000 300,000 2,250,000 1,250,000 895,000 400,000 350,000 250,000 

8 LAMPUNG 95,000 300,000 2,44~090 1,700,000 620,000 560,000 330,000 260,000 

9 BENGKULU 65,000 300,000 1,120,oot 660,000 460,000 420,000 386,000 220,000 

10 BANGKA BELITUNG 55,000 300,000 1,075,000 690,000 475,000 430,000 300,000 210,000 

11 BANTEN 220,000 300,000 3,250,000 1,550,000 1,100,000 700,000 430,000 280,000 

12 JAWABARAT 45,000 350,000 1,850,0$0 1,650,000 1,200,000 645,000 435,000 300,000 
:: : .,

13 DI<IJAKARTA 140,000 450,000 8,715,000 '\ 1,395,000 850,000 610,000 470,000 355,000 

14 JAWATENGAH 40,000 300,000 4,045,000 1,490,000 885,000 750,000 395,000 280,000 

15 D.1. YOGYAKARTA GC,~OO 350,000 3,750,000 1,020,000 750,000 510,000 350,000 225,000 

16 JAWATIMUR 85,000 350,000 3,785,00d, 1,560,000 860,000 500,000 385,000 275,000 

17 BALI 85,000 400,000 4,510,000 1,650,000 1,210,000 935,000 770,000 495,000 

18 NUSA TENGGARA BARAT 30,000 350,000 2,280,000 1,200,000 660,000 495,000 350,000 215,000 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 110,000 350,000 1,790,000 660,000 550,000 410,000 325,000 220,000 

20 KALIMANTAN BARAT 80,000 300,000 1.506,obo 770,000 550,000 500,000 310,000 220,000 

21 KALIMANTAN TENGAH 65,000 300,000 750,000 650,000 550,000 385,000 290,000 230,000 

22 KALIMANTAN SELATAN 90,000 300,000 3,720,000 815,000 760,000 550,000 340,000 220,000 

23 KALIMANTAN TIMUR 275,000 350,000 3,070,000 1,305,000 1,225,000 560,000 385,000 275,000 

24 SULAWESI UTARA 80,000 300,000 2,700,000 . 1,100,000 650,000 575,000 425,000 220,000 

25 GORONTALO 220,000 300.000 1,320,000 1,030,000 820,000 660,000 360,000 165,000 

26 SULAWESI [JARAT 65,000 300,000 800,000 660,000 550,000 440,000 330,000 165,000 

27 SULAWESI SELATAN 95,000 350,000 4,000,000. 1,001l.000 790,000 750,000 400,000 275,000 

28 SULAWESI TENGAH 35,000 300,000 1,575,000 1,091l,000 550,000 440,000 330,000 195,000 

29 SULAWESI TENGGARA 90,000 300,000 1,500,000 770,000 550,000 440,000 385,000 250,000 

30 MALUKU 165,000 300,000 1,500,000 750,000 600,000 450,000 240,000 165,000 

31 MALU KU UTARA 110,000 300,000 715,000 600,000 495,000 365,000 320,000 190,000 

32 PAPUA 220,000 450,000 2,050,000 1,550,000 970,000 475,000 375,000 275,000 

33 IRIAN JAYA BARAT 110,000 400,000 1,530,000 1.230,000 930,000 900,000 330,000 290,000 

Keterangan ; 
1. Penunjukkan Hotel Berbintang: 

a. Hotel Bintang Lima Bupati / Wakd Bupali 
b. Hotel Bintang Empat . Ketua / Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten, Pejabat eselon I dan II 
c. Hotel Bintang Tiga . Pejabat Eselon 1111 Gol. IV 
d. Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV / Gel. III 
e. Hotel Bintang Satu : PNS Golll dan Gol. I 

2. Transport PP ke Propinsi Rp. 100.000.­
3 Uang transport Udara PP Rp. 1.500.000,­

4 Uang transport Darat PP Rp. 600.000,­
5 Khusus perjalanan dinas luar daerah Jakarta biaya (transit) transportasi PP ditambah maksimal Rp.l.750.000.­
6 Untuk "ejabal Negara diberlkan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapat
 

Hotel Bintang Lima, rnaka kepada pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di propinsi tersebut. 
7 Tarif Taxi merupakan tanf perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya yang dihltung satu kali perjalanan (One Way) 

8 PERJALANAN DINAS DALAM OAERAH I KA8UPATEN 

No, Yang Melakukan Perjalanan 
Dlnas 

Uang 
Harlan 

Penglnapan Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Bupati I Wakd Bupati 
KetualWakii Ketua DPRD 
Golongan IV 
Golonqan 11/ 
Golongan 1\ 
Golongan I 

175,000 
175,000 
150,000 
125,000 
100,000 
75,000 

150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

Bagi yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM sesuai jarak ternpuh 

1 Transport PP ke K.ecamatan Rp. 75.000.­



__
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40 PERJAl-ANAN DINAS LUAR NEGERI 

TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

(dalam US$) 

KLASIFIKASI 
NO KOTA 

FIRST BUSINESS PUBLISHED 

1 

1-----+---.--.---------.----.....-------..-..-.-.-.-1-....--..----.--+----------­ -~----------

ASIA PACIFIC 
I---If-------------------------·---····--·-·-···-·---·---f____-.-..-------.--­ --.-------+-----------­

1-----1------------------ -~--------..-.....-.-f____.------~ -.---------/---.------­

1 Bandar Seri_B_..ayga_w_a__.n ._. ._. .. . .__._.134_5 5_3_3 ~6_3 _ 

2 Bangkok 1 147 947 823 
I--- ---.-- --.-.-.------.--.- ----..- ...---- ~--~-.---..- 1---------­

3 Beijing 2.262 1.868 1.623 
------------------------------ .. --- 1---.-.----- - --.----~--- --.--~--____J 

4 Canberra 2.886 2.383 2.070---+-------------------------.------...-- --.--.----~ -~-----.f____-------_J 

5 Colombo 1935 1.598 1.388 
I----If-----~------------------·--------·---·--·-····-f---·------t---~------ -~-------

6 Darwin 1 719 1.419 1.233 
t-----t-----------------~-----.----..-.------.-- --.-------+-..-------.--- ..I----.--~---_J 

I-.!.- Davao ~ ~..._. ._.._.. ._.. ._1..]_49 1.j4? .. ~:.25~ _ 

8 Dhaka 1.224 1.011 878-------_ __ .•_ -..--.._..•._---------.._---- -- - _ . 

9 Hanoi 1833 1.514 1.315 
.. --- "- .._-_._-_.', -. _._~-_._._._. 

10 Ho Chi Minh 991 818 711 
____ - •••_. ---------.__.__._0' -- _ •••__._.~. -----_... _---_.--_._. --------- _..-._'--'--.­

11 H<?ngkong 1719 1.419 1.233 ----------..---------.-.-.------- -1--- -- -- ----~- -------------.--- -.-------------.-- .--­

12 lslambat 2750 2.271 1.973 - - - ~- ---- -. -_._--------_._--~-_..... _..---~,.-....- ---­

13 Johor Baharu 495 409 355 
1--- ---~~--.-.----------- --..--------. -- ------ ---- -- -1---- - ---- --- - -.---.- --. --.--.--.-.--... ---­.. --- -­

14 Karachi 2611 2.156 1 873 
f----- -----.--.--.--.---- -. - ..-.---.-.----...---.----. 

15 Kinabalu 690 570 495 
~- ~._.__._----_._-_. ----_._.__._-_ ... _- -­

5 
7~

I~ Ku.alalurlle_L!.r:. .____________ ,L. 47? ..... .... _ 41~ 

17 Manila 1457 1203 1.045
I----+_.--'---------_._._---_.._----------~--------I--._- -- ----- -------..---.-.-I-------~---

18 Melborne 2635 2 176 1890 
1---. ---.-------.-------..------.- .-- ..- - .... ----- --- - -- .-.- .. 

19 New Delhi 2332 1.926 1.673
f------ .------....-----..--- ..--.--.-.- -..----..-.- .--- ....--- -- - -. - -- - - -- ...-- ---.--' -- --- ­

20 Nourmea 3.843 3.174 2.757;--+--------_.__._--------------~-_.._------ --- _._------ --- -- ----_... _---_.._---_. _.------­
21 Osaka 2.572 2.124 1.845

1---- -.---------------.------.-..-.-.----.---- -----------~ -~----...-----.-....---.. --.------­

_22_ Pe.r:!~ng . .________. ._ 69!__ 576 ._ ... . 50Q. _ 

23 Perth 2.126 1.75t; 1.525 
I---il------·-----~--··~-·-·----·-· --------.--.-- -- .----.-------1------.---.-- - ..------­

24 Penom Penh 1.217 1005 873 
,---- _.-------~. ._----_._._-------~---_.-------- -+--_.- -'--- ---- _. -_.__..._---_._- _._------ ._- -­

2.439 2.014 1750_??.. ~.r!_~()r.~s.by. .... _._ ___. _ 
- ..- -- -- "- ­

26 Piyongyang 2.421 1.999 1.737_._-1---------_._-. __.- ..---.----.----------- .. -. -- -".- "- --- _.._~ _._-_.._-_. --.. _--- ---- - ­I· 

.32 £3.~~oo~ _ 1914 __ - - 1.580 . •.• _•.• 0-_. -------1.373 __ 

28 Seoul 2.421 1.999 1.737 ---_•._._----.. _ ..•._.•_. - _c. .._ .._. .....__• __~ 

29 Singapore 539 445 387 
- ·_.__c ••• • •• _ •• _ ••••_._ __ _ • __••_.__ • • ._•• ._. • _~ 

_ 3..2.... Sydney _ 2.:§~? ~2~___ _1_._89_0 --1 

1.1... Tol~o . ...~__. . .?:.?~~ ?:~_12 . 1.835 

32 Vanimo 3.318 2.740 2.380._------------_.._-------_ .. _---_.- --_. ---- ------ ....-.._---- ---_... _-- -~ 

33 Vientiane 1.367 1 129 981 
--- ---~-------_._-~_ -------- ----._ ... - --.---.-_._-_ ..__ ---_._---­.._------- '-'--_._.- ._----------­

_~ We~lington ._. .__ c_._.. .______ 3.!?~_. .__ ~__ ~.?L 2.669 __ 

_~.Yangon_. ~_______ 1468 1.212 1.053---_.._-_._- .- --------... ..- ---_.-.._- ._--------_ .. _-- ----_ .._-----.-._-_ .. _----- -.-_.._----------­

J----+-- -----------------------.---.-....------...-- ---.-.------- ----------1------------1 
MIDDLE EAST 

._--_._........ _.--._.__ ._--- ~--_.._-- ­

--- ~-~---------------------~._---------~------ -------- --- ---- --- ----- ---------------------- --------_._----­

36 Abu Dhabi 4.180 3.191 2.727 
- ---------- ~------.---f----.---.--..--.--------f 

37 Amman 5.433 4.148 3.545 - -------- "- _._-- -- .... ----- - --- -- --_._.._--_ .._----_._--_._---- - ---_..._._-----_.--- ---------_._._-.­

2~ l?aghdC3.9 5:~~~__ 4_1~____ 3.545 

39 Beirut 5.717 4.364 3.730 --------_._--_._----- ... _----_._-_._-_._-------- -_._.----_._-.._--._-- -----_ ..__.._-_ .._- -------­

• 40 Damascus 5.096 3890 3.325 
.~I----~--------------- ..----.---------------..- ---.-----------~---I---------J 

http:�._._----.._..�._.�
http:�_-..--.._..�
http:1-----1-------------------~--------..-.....-.-f


(dalam US$) 
KLASIFIKASI

NO KOTA 
FIRST BUSINESS PUBLISHED 

51 

l----+-----.-----~----------------- -.--. -- ­ ---------.--.---- -.- .. ­ ---------. ----------f------------- ­

AFRICA 
I-----j------------------------------------------ ----- .. - --- . -------- ..--. -..---- .--- ..-------.~ f----------..---­

------.- -----.---.-- 1-----_._--------_.._._-- .---...--. 1----1-------------_._--------- - - --.---. .- -----.... - -.------- -- ­

41 Doha 4.207 3.212 2.7451---+-'--------------_._------- ~------------ ._.- .__...._- -- ----_..__ ....__.-- --_.,----,.. ---------_.,-,-"_._-~--~-~---

42 Jeddah 4958 3.785 3.235f----..---.----.-.-. .--.....-.--.. --------.----.---.-. -- .--...... -- .---.-- . ..- ... 

43 Kaboul 3.386 2.585 2.2091----1--------_._-_._._--_.._-----------_. -- - .. ---.- - -.- -- .. - ---.------ ----- --------- .----.------.-.- -------------.. -.---.--­

44 Kuwaid 4.767 3.639 3.110--f--------------------------- --------.---- ---.----~..--..-. ----.----..--..-- ----..------.~ 

45 Riyadh ~ __ ~ ~.~?8 ... ~5_1_0 ~.:.oog _ 

46 Sanaa 5.013 3.827 3.271
---j--------------------_._-----_._..- --._--------.- -------- _._----_.- --- - _ .._._----.._-_.- .. ---------_.._._------ _.-..---------------- ­

47 Teheran 4475 3416 2.920 
--------------... _.. -------.-. . ------- - _._----- ... - ----_.. ._---_.. _,_._, .._--_._--- .__ ..-_-'-,_._-_ ....-.._--- .--- .._---­

48 Addis Ababa 7472 5.704 4.955 ----------------------_.------- ---_._--- --- -_.. - ----- .... ----- ----.. _---- --_._---- ._--_ .._---_._-- ._----.--------_._-_. -------­

49 Algeria 8.610 6.593 5.710
l----t----"'------.--------------.------------------.---.-.. --- ..--- .----.- ... -...-. -..-.----.------ --...---- -.------------- ---- -.--------~ 

50 Aljazai r ._. ... . . . 5~~.31_. _____4.:?_9~ 3_.7_35 _ 

51 Antananarivo 11.779 8.991 7.811 ._-----------_.__....- .._------ .-.--~------_.-------- -------.- ._- --- ------- _._.- _._------------------. ---------- ­

52 Cairo 5.361 4.092 3555

1-----1-------------------- ..-----------..----- -.-------------.-- -- -- -------.- ..-- ----- -- ----------- --------------- ­

_~__ ,g?p.~ __~()wn 11053 8.438 733:1
 

54 Dakkar 12.900 9.848 8555
 
l-----j------------.---------------- -- - -- ----_.._- -- ­

55 Dar Es Salaam 8.645 6599 5 :-33 
--- ---------_._-_..__._-----_._~---_._--._._-. --_.-.--_._-- - ,1-, -- ­

56 Harari 8.666 6615 5747 
I-----f-----~----------------------_.-....- ---.....-----. . --. - ..-. . -_. 

57 Johannes Burg 5.353 4.086 3550
1---- ------------.--...-----------.----.-.-.-...---.--.....- ---.-----. ------- .-------.-.- - -.'.- .----~---------- ­

58 Khartoum 5.904 4507 3.915 
f----I---- ....-- -------------- --------------+-----.-- ­

59 Lagos . . .__. ~Q?~~__ .. 7.848 6.818 
- -. -------t---------­

60 Nairobi 7.966 6.081 5.283
 
--+----------~-----.---------.-.- --.-----f--------- ­.. ---.---------.- ­

61 Rabbad 6.205 4.737 4.115 
1--' -----.---------- ----­

62 Tripoli 6.551 4.092 3.555 
---------------------~- -'~ 

63 Tunisia 6.296 4.806 4.175 
l-----j------------------------ ----.-----I--------t---------I 

64 Windhoek 11.325 8.645 7.510 

I---+~~--------------------+-------t__-------+--------

EUROPE 

65 Amsterdam 6.177 3.834 3.331
t---1I--.-----------------.--------..- ---------1-------1---------1 

66 Ankara 6.641 4.122 3.581 

67 Attens 14.911 9.256 8.041
~----- . . . .__._.. . +--__-'..C...=--_-+__ _I 

68 Beograd 9.921 6.158 5.350 ---------------------_._--­
69 Berlin 7.342 4.557 3.959
1----11----_._------------------------._._---­
70 Beln 8.076 5.013 4.305 

71 Bonn 6.960 4.320 3.753 

72 Bratislava 6.993 4.341 3.771
t---II---------------------------------- ----­

73 Brussels 7.177 4.455 3.870 
I---+----------.--------------~---------------------~-----~------t----------I 

74 Bucharest 7.627 4.734 4.113 
t---II--------------..---------------.------- -------------. --------------- ­

75 Copenhagen 6.917 4.294 3.730 
l----t------------------------.-----..--- --~ .---.---- -_. -------I 

76 Geneva 8.035 4.988 4.333-- ----------.--_.__._--_.... _-_.._-_. __ ._-_..--_._-- ---- ----_ .. -_ .._... _-_._._--_. ---_._...._-----_.__ .- -------- ­
77 Hambur9 . ~_Lg_93 4.403 3.825------t----------..­
78 Helsinski 6.826 4.237 3.681
 

------~._-._------------------_.__ ..._----._. __.- -_._._----,'.- ._-----------_....,-- ----_._.._._------- --_. 

79 Kiev 9.630 5.978 5.193 
I----II----------------~-------------c_--.-.------------ -.-.-------- -------- ­...


80 Lisbon 6.274 3.894 3.383
 
t---If-----~---------------------.-.--.---------1-----.-----.------ ---- ----­

81 London 7.701 4.781 4.153
t---1r:c-_--:-:...,.-------------------- -------- f--.-.-.--~.-----.---.-----~-------.---­

82 Madrid 6.733 4.180 3.631 
- ----------------~_ .. ----------_._- -------- ---- -_.--._. ---_._.._--------..... --- ..--.-- ...._---_._---- ._-------_....._- ­

83 Marseills 6.567 4.076 3.541
1-------11--------_._-----_._----------- -.------.. "'--' -------....-.-------..... - .. --. --.....-.----~-----------

84 Moscow 9.537 5.920 5143 



---

----

(dalam US$ ) 

NO KOTA 
FIRST 

KLASIFIKASI 

BUSINESS PUBLISHED 

1 2 4 5 

--~------~-------'------~~--------_._._----_. --_. -_.__... ­

85 Oslo 
-­ .. -

-------------------------- -_._--_._-------- ._--­

AMERICA -- CANADA 
~ _._--------~-----~._-------------- ---------_.--. 

~-----~~-~.------------~-----------.----. .. ----- ---------------- f------.---------------­~- ------.-~-­

94 Bogota 12.348 9.426 7.7~3-------_._----~~------------_._- -- --- - -_._- ---- ----- --_._- - -------_._-- ------- ----------- ------------ -----------­

95 Brazilia 11.966 9.134 5.970 
-- 1------------------------------_.__._---------- ------.- --.------ ~.--------.--.----. ~-.----~-.---.-.---. 

96 Boenos Aires 11.966 9.134 5.970 

97 Caracas 8213 9.269 5.130-----_. ------~-_._---_._._._-_._._------- ----_._-_._---------- ----------- ---------------­

98 Chicago 7.189 5.488 3.587-_. ~-------------._----------_._-----------~---.-._._--- ------- -._------------._. -------_. _._._-~------ ._-------_._----------­

99 Havana 14.702 11.223 7.335-- -------------_._-----_._----_.__._------------------ ---- _.- -_.- ._-- _. ------_._--- ---- .- ------_._---._-------- --------_.------ -_.- --_._._­
100 Houston 7.197 5.494 3.591 

--------_._-------_._----------.---_.--_.._---- ~-_._.- ---_._----~--- --­
101 Los Angles 7.639 4.365 2.853 

._------_._._-----------_._---~---------_.. _--- ._._---- - -- -- ---------~------_._------------ --------- ---_. 
102 Mexico ~ity_________________________ 7115 5.432 3.550 

-------------- ----- -- ----- --- ---_._-------. _._._._--_. __.---------._- ~------_.----- ----­

103 New York 10.049 5.742 3.753 
---------~--------_._------------------ ~-----_._------ -- - ----------­

104 Ottawa 5.374 4.103 3.357 
-~--~--------~--~---~~..._.- ----_._,-- -- .._ _.- ---'"------~-----~._.. _------------ ._----------­..... __ ... 

105 Paramaribo 11772 8.986 7.353 
t-----~--------------~.--.------.----.------ .--.-- ----- ---- .--- -- ---.-----. ---------------------- ----------------­

106 San Fransisco 7.419 4.240 2.771 e-- .------------.--.--------- --.----- ---------.------- -----.- --------.--.-­
107 Santiago De Chile 9.819 7.495 6.133 
~--- --_._----_._-------------_.- --------_._------ -----~---+----_._----------
108 Toronto 2.931 2.238 1.831 

- ---_._----- -----_._- ---­

109 Vancouver 6.721 4.393 2.871 
f---- f----~-~. ..-.---------------..-.--- ------ ------------ -- ._1--- ._._ 

110 Washington 11.463 6.550 3.743 
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41 TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BEASISWA PROGRAM NON GELARIGELAR 

41.1. DALAM NEGERI (D.I· D.1I1 DAN D.IV - S1) 

JENJANG PENDIDIKANN 
KOMPONEN

0 D.I - DJII DJV - Sl 

:3 4­1 2 

Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran I Blaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi 

II Transport 

1. Transport Awal Program 

2. Transport Akhir Program 

Sesuai pengeluaran 

Idem 

Sesuai pengeluaran 

Idem 

III Tunjangan )I,wal Program/Akhir Program Maksimal 6 hari Maksimal6 hari 

IV 
'---r---

Uang Kuliah 

1. Biaya Alih Tahun (bila Ada) 

2. Uang Kuliah 1Semester (rnaksirnum) 

Sesuai pengeluaran 

Sesuai pengeluaran 

Sesuai pengeluaran 

Sesuai pengeluaran 

V Wal<tu Kuliah (Maksimum) D.I =3 semester OW =10 semester 

D.II "5 semester 5.1 " 11 semester 

0.111 =7 semester-

Tunjangan Biaya Hidup Rp. 800.000,./Bln Rp. 8S0.000,-/blnVI 

VII Biaya Operaslonat 

1. Transport Lok.al Rp.110.000,-/bln Rp.110.000,-/bln 

2.ATK Rp.45.000,-/bln Rp.60.000,-/bln 

Disediakan Inastansi Pengirim Disediakan Inastansi Pengirim 3. Sewa Komputer 

VIII Tunjangan buku dan Referensi 

1. Buku Utama D.I =3 buku, 10 diktat 20 buku + 50 dxiktat 

D.II =6 buku. 20 diktat 

D.1l1 =10 buku, 20 diktat 

2. Manual 

3. Diktat Rp .40.000,-Ibuku Rp.55.000.-/buku 

..' 4. Potokopi Artikel Rp.40.000,­ Rp.55.000,­

5. Langganan Email, Virtual Library + disket 

IX Tunjangan Riset 

1. Proposal ATK Rp.130.000,­

2. Penelitian 

a. Eksperimental : 

1}. Laboratoriurn Rp.1.600.000,­

2}. Lapangan Rp.1.200.000,­

b. Penelilian Non Eksperimental : 
'. 

1). Survei Rp.800.000,­

2). Study NumerikiSimulasi Komputer Rp.3.300.000,­

c. Penelitian Seri : 

1}. Survei Rp.800.000,­

2}. Pencipta Karya Seni ._­ Rp.2.300.000,­

Rp.700.000,­3. Penyusunan Karya IImiah 

4. Seminar Rp.70.000,-

Sesuai bukti pengeluaran 5. Ujian 

6. Penggandaan/Penjilidan : Proposal, Sluipsi/ Rp.40.000,-

Tesis, Desertasi 

0 0Biaya Matrikulasi X 

KET 

5 

Disertai bukti pe~;;e _:':" 

Disertai buKt :e- ;e-'~-=- • X Pergi 

Disertai bi,«; :e-·;-=L.a-an ~ X Pergi 

Tunja~;a- ::C-=-'O'1 calam bentuk 
:"'".~- ;a'" nanan 

• Diserta :.c:: :~- ;;e':.Jaran 

• SeSL3 l(e:e-:...a- pada masing	 ­

mas..-·; ;)" seternpat dan dlsertai 

buk; :-e-';je'-<!~a" 

Maksi".._~ Rp60.000,-/buku 

Total "_".3~;)a- -naksirnum Rp. 1 Juta 

Batas Maksimurrl 

Batas Maksimal 

Batas Maksimal 

Batas Maksimal 

Batas Maksimal 

Batas Maksimal 

• Sesuai dengan ketentuan perguruan 
tinggi berkenaan 



--

---

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR 

41.2. DALAM NEGERI (S2/Sp-1 DAN S3/Sp-2) 

JENJANG PENDIDIKAN~ 
KOMPONEN

0 S2/Sp-l SslSp-2 
-1<3I 2 

Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran I Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi 

--I-­
II Transport 

1. Transport Awal Program Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran 

2. Transport Akhir Program Idem Idem 

III Tunjangan Awal Program/Akhir Program Maksimal6 hari Maksimal 6 hari 

IV Uang Kuliah 

1. Biaya Alih Tahun (bila Ada) Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran 

2. Uang Kuliah f Semester (maksimum) Sesuai pengeluaran Sesuai pengeluaran 

V Waktu KLiiah (lI'Iaksimum) 5 Semester 8 Semester 

-
VI Tunjangan Biaya Hidup Rp. 1.050.000,-/Bln Rp. 1.050.000,-/Bln 

VII Biaya Operasional 

1. Transport Lokal Rp.110.000,-/bln Rp.110.000,-fbln 

2.ATK Rp.80.000,-/bln Rp.1100.000,-/bln 

3. Sewa Komputer Disediakan Inastansi Pengirim Disediakan Inastansi Pengir~ 

VIII Tunjangan buku dan Referensi 

1. Buku Utama S2 =15 Buku + 50 diktat S3 =20 buku 

Sp-1 =15 Buku + 50 diktat Sp-2 =15 buku + 5 Mar.... a 

2. Manual Rp.50.000,-fmanual Rp.50.000 ,-/manual 

3. Diktat Rp.55.000,-/buku ---­

4. Potokopi Artikel Rp.165.000,­ Rp.200.000,­

5. Langganan Email, Virtual Library + disket Rp.860.000,­ - Rp.860.000,­

""_,X Tunjangan Riset 

_. 1. Proposal ATK Rp.130.000,­ Rp.130.000,­

2. Penelitian 

a. Eksperimental : 

1). Laboratorium Rp.3.300.000,­ Rp.4.800.000,­

2). Lapangan Rp.2.300.000,­ Rp.3.600.000,­

b. Penelitian Non Eksperimental : 

1). Survei Rp.1.650.000,­ Rp.2.400.000,­

2). Study NumerikiSimulasi Komputer Rp.440.000,­ Rp.7.300.000,­

c. Penelitian Seri : 

1). Survei Rp.1.700.000,­ Rp.2.300.000,­

2). Pencipta Karya Seni Rp.4.600.000,­ Rp.7.300.000,.. 

3. Penyusunan Karya llrniah Rp.600.000,­ Rp.1.100.000 ..· 

4. Seminar Rp.70.000,­ Rp.70.000,­

5. Ujian Sesuai bukti pengeluaran Sesuai bukti pengeluaran 

6. Penggandaan/Penjilidan : Proposal, SkripsiJ Rp.700.000,­ Rp.1.200.000,-

Tesis, Desertasi 

X Biaya Matrikulasi 
• Sesuai dengan ketentuan 
perguruan tinggi berkenaan 

• Sesuai dengan ketentuan 
perguruan tinggi berkenaan 

-
KET 

5 --
Disertai bukti penqeluarar 

Disertai bukti pengeluaran, 1 X Pergi 

Disertai bukti pengeluaran, 1 X Pergi 

Tunjangan dioerikan dalarn bentuk 
tunjangan haian 

* Disertai bukti pengeluaran 

• Sesuai ketentuan pada masing ­

masing PTN seternpat dan disertai 

bukti pengeluaran 

-

-

'.'a(s::'1;Jm Rp.60.001l,-fbuku 

-;:;:3' n.rjanqan rnaksirnum Rp. 1 Juta 

Batas '.~aksimum -

Batas Maksima: 

Batas Maksimai 

Batas Maksimal 

Batas Maksimal 

Batas Maksimal 

• Sesuai dengan ketentuan perqurua­
tinggi berkenaan 



----- --
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42. BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK JAS~\l\GNSUL TANSI 

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 

UNTVK TENGA AHLlINDONESIA BERPENDIDIKAN Sl/S2/S5
 

DENGAN UNDANGAN NASIONAL
 
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA
 

r----o-
KELOMPOK AHLI 

KUALlFIKASI GOLONGAN 

TAHUN 
PENGALAMAN 

RUPIAH 
PER BLN 

$1 

TAHUN 
PENGALAMAN 

RUPIAH 
PER BLN 

S2 

TAHUN 
PENGALAMA 

N 

R~?A~ 

PE~ =_, 
53 

I-A 1 6.310.000, 
At-iLi I-B 2 6.470.000 

PERTAMA I-C 3 6.810.000 
1-0 4 7.190.000 
II-A 5 7.530.000 1 8.250.000 

AHLI MUDA 
II-B 
II-C 

6 
7 

7.910.000 
8.340.000 

2 
3 

8.680.000 
9.100.000 

11-0 8 8.760.000 4 9.570.000 
III-A 9 9.230.000 5 10.030.000 1 - ­ 25: :(,~ 

AHLI MAOYA 
III·B 
III-C 

10 
11 

9.690.000 
10200.000 

6 
7 

10.670.000 
11.090.000 

2 
3 

..~ ~·5: :.:.: 
42 .!5: :':1: 

111-0 12 10.750.000 8 11.680.000 4 .. ­ -.­ .... - .....: _"'"9"_ '-1,,)_ 

IV-A 13 11.300.000 9 12.280.000 5 • 3 -:~: :(.: 

AHLI UTAMA 
IV·B 
IV-C 

14 
15 

11.900.000 
12530.000 

10 
11 

12.910.000 
13.590.000 

6 
7 

~ ~ 3;e: :(1: 
.. :; :7: ):': 

IV-O 16 13.170000 12 14.310000 8 ": ~3-: :.J: 

AHLI KEPALA 

V-A 
V-B 
V-C 

17 
18 
19 

13.890.000 
14.610.000 
15.370.000 

13 
14 
15 

15.050.000 
15.830.000 
16.680000 

9 
10 
11 

-c 54::rX 
.- .,...., .... --­-::":oJ »:»; 

~5 54: :t:.: -V-O 20 16.170.000 16 17570.000 12 ~ ~-~ ~~....:J .... L_ ..,1__ 

VI·A 21 17.020.000 17 18.500.000 13 20 7:.: ceo 
AHLI PEMBINA 

KEPALA 

VI·S 
VI-C 
VI-O 

22 
23 
24 

17.950.000 
18.890.000 
19.900.000 

18 
19 
20 

19.570.000 
20.530.000 
21.680.000 

14 
15 
16 

2" 53-: :.:..: 
22 ~1: :.:.: 
24 :5:: :<): 

VI-E 25 20.950.000 21 22.860.000 17 25 55:) OC-: 

B. BIAYALANGSUNG PERSONEL
 

UNTUKTENAGAPENDUKUNG
 

NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN 

1 OFFICE MANAGER 2.710.000 
2 BILINGUAL SECRETARY 2.580.000 

,~~. 

------~~._--~-_..._--­ --------_._--~----~-
3 SECRETARY 1.430.000-----------_.. _.__..._--_._----~---~ ~---~-----~._-_.-

4 1.480.000
~:~~ER 1.650000_. 5 --------'-------'_._.__._-----.----_.__._-_._- ..------ .. _._­ -------------------_..

COMPUTER OPERATOR 1.310.000 
~-

-,--§-_..,-,.~_ .. .._._.•._---.---_ ..-_.-. --_._~-----.. _.~---_..• -. _...- ., ._--.- . _.. -. -- .._. -----.._--_•..•- .•__------~-_ .~--_-_ .. ...---- - , .. 

7 MESSENGER 670.000-,----_.... -----_._._._-------,-- .._----,------ -, .. ----.._-~._-,---_._._- .,---_.._-~---_._._---

__~_8___.. OFFICE BOY 670.000 
~ _~._._-~-

------~----------_.~_- ._._._._..----~,- .---- --- ...•
---~-. - .....----_..._.~_._-~_ .._._----.- ~--------- --.--_.._­

9 
.. 

DRIVER 840.000 _..------. I· ... .. -, 

OFFICE -GUAR5!SECTJRj'Ty'OFFI CE-R10 710.000 



C. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 

UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL DAN TEKNISI
 

NO PERSONIL 
TAHUN 

RUPIAH 
PER BLN 

RUPIAH PER BLN 
03/51PENGALAMAN 

:-lMI'/L 1/02 

1 CAD/CAM/OPERATOR 
1 - 5 
6-9 

10 - 15 

2,320,000 
2,960,000 
3,590,000 

2,620,000 
3,430,000 
4,190,000 

2 
SOFTWARE PROGRAMMER 
IMPLEMENTER 

1 - 5 
6-9 

10 - 15 

2,620,000 
3,550,000 
4,650,000 

3,040,000 
4,140,000 
5,500,000 

3 HARDWARE TECHr'\IICIAN 

1 ,­- ,) 

6-9 
10 - 15 

2,540,000 
3,430,000 
4,570,000 

2,920,000 
4,020,000 
5,370.000 

4 FACILITATOR 
1 - 5 
6 - 9 

10- 15 

2,560,000 
3,340,000 
4,140,000 

3,130,OOC 
3,930,0IJG 
4,850.000 

5 INSPECTOR 
1 - 5 
6-9 

10 - 15 

3,090,000 
3,890,000 
4,820,000 

3,640.0CO 
4,570.00C 
5,670.0ce 

6 OTHERS PROFESSIONAL ASSISTANT 
1 - 5 
6 - 9 

10- 15 

3,590,000 
4,450,000 
5,530,000 

4,19000:: 
5,250000 
6,470.08:} 

TECHNICIAN 

1 TECHNICIAI'IJ 
1 - 5 
6-9 

10- 15 

2,660,000 
3,430,000 
4,140,000 

3,1308C~ 

3,9300'::= 
4,860 CC = 

2 SURVEYOR 
1 - 5 
6-9 

10- 15 

2,110,000 
2,320,000 
2,540,000 

2,37000 J 
2,58000J 
2,83000,] 

SUPATI LAMPUNG T1MUR, 

.~-------
SATONO 



I 

C. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
 

UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL DAN TEKNISI
 

RUPIAH 
RUPIAH PER BLN 

PER BLN 
D3/51

11D2 
2.320.000 2.620.000 
2.960.000 3.430.000 
3.590.000 4.190.000 
2.620.000 3.040.000 
3.550.000 4.140.000 
4.650.000 5.500.000 
2.540.000 2.920.0001 ··5 

6 .. 9 3.430.000 4020000 
10- 15 4.570.000 5.370.00: 

1 - 5 2.560.000 3.13000: 
6-9 3.340.000 3.9300C~ 

10- 15 4140.000 4.850.C:: ~ 

3.090.0001 - 5 3.640 c: ~ 

6 - 9 3.890.000 4.570 ct : 
10- 15 4.820.000 5.67e:: : 

1 - 5 3.590.000 4.190·::: 
6-9 4.450.000 5.250 :::: 

10- 15 5.530.000 6.470 === 

-
1 - 5 2.660.000 3.13': == ~ 
6-9 3.430.000 3.93: ==: 

10- 15 4.140.000 4.860 cc:- 1 - 5 2.110.000 2.372==: 
6-9 2.320000 2580:: ::; 

10- 15 2.540.000 2.830::: 

BUPATI LAMPUNG l'IMUR, 

"SAIONO
 



Lampiran - Lampiran 

NO DArTAR KETERAINGAN 

1 Lampiran 1 Surat Pengesahan Pertanggung jawaban l3endahara Pengeluaran (SPJ Belanja) 

2 Lampiran 2 Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU 

3 larnpiran 3 Surat Keterangan Pengajuan SPP-UP 

4 Lampiran 4 Sural Keterangan Pengajuan SPP-GU 

5 Lampiran 5 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU 

6 Lamp/ran 6 Sural Permintaan Pembayaran/SPP (A SPP-1) 

7 Lampiran 7 Surat Permintaan Pembayaran/SPP (A SPP-2) 

8 Lampiran 8 Sural Permintaan Pembayaran/SPP (A SPP-3) 

9 Lampiran 9 Kartu Pengendali Keg/atan 

10 Lampiran 10 Buku Simpanan/bank 

11 Lampiran 11 Buku Pajak PPn/PPh 

12 Lampiran 12 Buku Panjar 

13 Lampiran 13 Buku rekapitulsi pengeluaran perincian objek 

14 Lampiran 14 Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Bendahara Pengeluaran) 

15 Lampiran 15 Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (PPK-SKPD) 

16 Larnpiran 16 Surat Permintaan Membayar (SPM) 

17 l.ampiran 1? Sural penolakan penerbilan SPM 

18 Lampiran 18 Register SMP-U P/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS 

19 Lampiran 19 Register Surat Penolakan Penerbitan SPM 

20 Larnplran 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

21 Lampiran 21 SuratPenolakan Penerbitan SP2D 

22 Lampiran 22 Register SP2D 

23 Lampiran 23 Register Surat Penolakan penerbilan SP2D 

24 Lampiran 24 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

25 Lampiran 25 Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran SPJ 

26 Lamp/ran 26 Register Penqesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaan (SPcl,Pengguna Anggaranl 

Kuasa Pengguna Anggaran) 

27 Lampiran 27 Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran SPJ (Kuasa Pengguna Anggaran) 

28 Lampiran 28 Register Penolakan Lapoan Pertanggungjawaban Pengeluaran SPJ (PPK-SKPD) 

29 Lampiran 29 Register Penutupan Kas (Bgendahara Pengeluaran) 

30 Lampiran 30 Regisler Penulupan Kas (Bendahara Penerima, Pembanlu/Bendahara Pengeluaran Pembanlu) 
31 Lampiran 3J Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) 

32 Lampiran 32 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) 

33 Lampiran 33 Berita Acara Perneriksaan Kas (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) 

34 Lampiran 34 Berita Acara Perneriksaan Kas (Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran) 

35 Lampiran 35 Daftar Ongkos Perjalanan (DOP) 

36 Lampiran 36 Bukti Kas Pengefuaran 

37 Lampiran 37 Buku Kas Umum 

38 Lampiran 38 Sural Tanda Seloran 

39 Lampiran 39 Buku Kas Pembantu 

40 Lampiran 40 Surat Setoran Pajak (SPP) 
41 Lampiran 41 Laporan Kinerja Satuan Kerja IRencana Operasional Kegiatan (ROK). 



LAMPJRAN 111 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 

(SPJ BELANJA)
 
»: 

SKPD 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: 
Bendahara Pengeluaran 
Tahun Anggaran 
Bulan 

SPJ-LS Gaji SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GUrrU 
. Jumlah SPJ 

Kode Jumlah Sisa Pagu 
Rekening 

Uraian Anqqaran] s.d s.d s.d s.d s.d s.d (LS+UP/GU/TU 
Anggaran

Bulan Lalu 
Bulan ini 

Bulan ini Bulan Lalu 
Bulan ini 

Bulan ini Bulan Lalu 
Bulan ini 

Bulan ini s.d Bulan ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12(10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13) 

JUMLAH 
Penerimaan: 
- SP2D 
- Potongan Pajak 

a. PPn 
b. PPh-21 -­ .-'-.'.-'.f------.-­ . -_.. -

a. PPh-22 
._----­ -_ .. .. . _._~. 

a. PPh-23 ------_ .. _­ _ ... 
-~--_ .•~. ~~_. -_. 

- Lain-lain 
Jumlah Penerimaan : 

--. .­ .. _­



LAMPIRAN 11.2 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SKPD , .
 

SURAT KETERANGAN SPP-TU
 
-

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang Persediaan (SPP-TU) yang 

kami ajukan Sebesar 
" 

SKPD 

Rp 

, tahun 

iTerbilang 

Anggaran dengan ini 

) untuk k~perluan 

menyatakan dengan 

sebenarnya bahwajumlah tambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut : 

No. Kode Rekening Uraian 
Jumlah 

(Rp) 

-

--­ _. f--­f-­~ .----~- ._-­

--­ .~-- -----~. 

Jumlah 

Dernikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD 

......................... , tanggal 20 .. 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP. 

Catatan : 
Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran /PPTK dan dirandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran pada saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD 



LAMPIRAN 11.3 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
 

SI(PD ..
 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Perintah Mernbayar Uang Perscdiaan (SPP-LP >'l:':~~_:-

", ... ,." .. , tanggal " .... "", yang kami ajukan sebesar Rp, " " ... ,,(terbilang ..... _ 

untuk keperluan SKPD ",., Tahun Anggaran , ,.. , dengan ini me:1:. .:::_:::.:::-: ':~:--.,;.::,; 

sebenamya bahwa : 

1,	 Jurnlah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk :(;:::-~:-.'~":':: guna 

membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD. 

2.	 Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran­

pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran 

langsung (LS) 

Demikian Surat Pernyataan 1111 dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-UP 

SKPD kami. 

. , tanggal , 20 , 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP. 

Catatan : 
Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran /PPT[( dan ditandatangani aleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada kuasa BUD 



PEMERINTAH KABlJPATEN LAMPUNG TIMeR
 
SURAl' PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GC
 

SKPD .
 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUA!' SPP-Gt 
Nomor: 

Sehubungan dengan Surat Perintah Mernbayar Ganti Uang PC':':--=-=:.,_.~ '??-,::'c') Nornor : 

............ , tanggal '" yang kami ajukan scbesar Rp ,,~.- .' _. . ) 

untuk keperluan SKPD Tahun Anggaran , dc;_::~ ::-.. ~-.;;-:-.: ztakan dengan 

sebenarnya bahwa : 

1.	 Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) terse but diatas akan diperguc.ik.;r. _:-.:.:;'; keperluan guna 

membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD. 

2.	 .lurnlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan d;::,~::-.~",.::~ .intuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlak.: ~.'::':-'':~ .iilakukan dengan 

pembayaran langsung (LS) 

Dernikian Surat Pernyataan 1111 dibuat untuk melengkapi persyaratar; ;~;'.gajuan SPM-GL' 

SKPD kami 

......................... , tanggal 20 . 
Pengguna Anggaran/Kuasa Perigguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP. 

Catatan ; 
Dokumen ini -disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran IPPTK dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kuasa 
Pengguna Anggaran pada saar pengajuan penerbitan SP:2D kepada kuasa BUD 



LAMPIRAN 11.5 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SURATPERNYATAANPENGAJUANSPP~U 

SKPI)	 . 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU 
Nornor : 

Sehubungan dengan Surat Periniah Pembayaran Tarnbahan Uang Persediaan (SPP- TU) 

Nornor: , tanggal yang kami ajukan sebesar Rp . 

(terbilang 
" 

) untuk keperluan SKPD Tahun Anggaran , 

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

3.	 JUl111ah Tambahan Uang Persediaan (TU) tcrsebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan 

guna rnernbiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA-SKPD. 

4.	 Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk mernbiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan 

pernbayaran langsung (LS) 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan JPM-TL 

SKPD kami ' 

......................... , tanggal 20 . 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama Iengkc.!.Q ) 
NIP. 

Catatan : 
Dokurnen ini disiapkan oleh Bendahara Pengetuaran /r)pn~ dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada kuasa BUD 



LAMPIRAN 11.6 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor :	 . 

Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan Pembayaran ltngyng 
(1) SPP-UP D	 (2) SPP-GU D (3) SPP-TU D (4) SPP-LS 

1. Jenis Kegiatan	 a. Gaji Tunjangan b. Barang an Jasa 
c.	 Pengambilan Pendapatan d Lainnya 

2. Nomor dan Nama Kegiatan .., 
3 Alamat SKPD/Unit Kerja 
4. nama Perusahaan 
5. Bentuk F'erusahaan a. PT/NV b. FT/NV c. Firma d Lain-lain
 

6 Alamat Perusahaan
 
7. Nama Pimpinan Kegiatan 

8. Namadan No. Rek. Bank 
9. Nomor Kontrak 
10. Untuk Kerjaan/Ke.perluan 
11.	 Dasar Pengeluaran SPD.. ..... Nomor. ...... Tanggal .
 

Sebesar Rp. .... (... ..)
 

Uraian Jumlah Mata Anqqaran Bersanqkutan !i2L.------..:::..:..::c..:.:.;..:.---------+----.--=-.=.:..:.:.:.:::.:...c..:.:r-:.::..:....::=-"'=..:....:;:.;:.;=~=~--_l 

I.	 DPA-SKP/DPAL-SKPD 
Tanggal . .. . 
Nomor 

II.	 SPu Rp
 
Tanggal. Nomor
 Rp 
Tanggal.	 Nomor. Rp
 
Tanggal.. Nomor.
 Rp.
 
Tanggal .. Nomor
 Rp. 

III.	 SP2D Rp 
SP2D peruntukan UP Rp. 
SP2D peruntukan GU Rp. 
SP2D peruntukan TU Rp. 
SP2D peruntukan•. LS pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp 
SP2D peruntukan LS pengadaan barang dan jasa Rp. 

Sukadana, . .... ......200 
Bendahara Pengeluaran 

NIP 

*) Jika SPPLS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan ikut menandatangani. 
*) Coret yang tidak perlu 

Lembaran Asli Untuk Pengguna Anggaran/PKK-SKPD 
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Penqeluaran.FP'T}; 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 

Nomor:	 .. 

Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan Tambahan Uang Persediaan Pembayaran Langsung 

(1) SPP-UP (2) SPP-GU (3) SPP-TU	 (4) SPP-LS 

Kode	 Kode 
1.	 SKPD (.. ..) 7. Urusan Pemerintahan . . .. . . .... ..... . (. , ,)
 

2.	 Unit Kerja (. ) 8. l\lama Program ....................( )
 

3.	 Alamat 9. Nama Kegiatan ... , ........ , .... (. ,.)
 

4.	 No. DPA-SKPD/DPA.
 
Sr(PD/DPAL·SKPD
 
Tanggal DPA­

SKPD/DPPA­ (... )
 
SKPD/DPAL-SKPD
 

5. Tahun Anggaran
 
6 Bulan
 

I-----.----------------.-------------~-----I 

I-<:epada Yth,
 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 

SKPD ,. , .
 
di ­

SUKADANA 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/BupatiIWalikota*) Nomor '" . 

Tahun tenlang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Sural Perminlaan Pembayaran sebagai berikut: 

a, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp ,.".., 
(Terbilang . 

. ... , ...) 
b. Untuk Keperluan 
c. Nama Bendahara Pengeluaran 
d. Alamal 
B. No. rekening Bank 

Sukadana, " .200 , 
Bendahara Pengeluaran 

NIP 

*) Jika SPPLS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan ikut menandatangani. 
*) Caret yang tidak perlu 

Lembaran Asli Untuk Pengguna Anggaran/PKK·SKPD 
Salinan 1 Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 



LAMPIRAN 118 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 

Nomor: " . 

Uang Persediaan 
(1) SPP-UP 

No 
Kode Rekening 

(Jenis) 

1 2 

Terbilang (....................................... ......... . 

Mengetahui, 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

" 

NIP 

*) Jika SPPLS pengadaan barang dan jasa Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan ikut menandatangani. 
*) Caret yang tidak perlu 

Lembaran AsH : Untuk Pengguna Anggaran/PKK-SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

Ganti Uang Persediaan--:rambahan Uang Persediaan 
(2) SPP-GU (3) SPP-TU 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 
TAHUN ANGHGAHAN ............. 

Uraian 

3 

Jumlah 

, ... , .... , , .. . . . . . ,-

Sukadana, ... , .......
'" '" ' 

NIP. 

Pembayaran Langsung 
(4) SPP-LS 

.-

Jumlah 

4 

-

-­

. . . . . . . ., . . , . .......... ) 

.. .. , .... . .200 .... 

Bendahara Pengeluaran 



LAMPIRAN 11.9 

PEMERINTAH KA8UPATEN LAMPUNG TIMUR 
KARTU KENDAll KEGIATAN 

SKPD 
Program 
Kegiatan 
PPTK 

Pagu Anggaran 

No. Kode Rekening 
Kegiatan 

(Rp.) 

UP/GU/TU LS 
1 2 3 

" 

-

Uraian 

I 4 

Realisasi Kegiatan 
(SP2D) 
(Rp.) 

Sisa Pagu 
Anggaran 

(Rp.) 

-­UP/GU/TU LS 
5 6 

-­

-­
-­

-­

................ ,tanggal '" .......200.. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

( Nama lengkap ) ( Nama lengkap ) 
,.NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

Kolom 1 diidi dengan nomor urut alas kegiatan 

Kolom 2 diisi dengan nomor rekening atas kegiatan 

Kolom 3 diisi dengan pagu anggaran untuk pengeluaran UP/GU/TU/LS atas kegiatan 

Kolom 4 diisi dengan uraian realisasi belanja alas kegiatan 

Kolom 5 dlisi dengan jumlah rupiah (SP2D) realisasi kegiatan untuk pengeluaran UP/GUITU/LS 

Kolom 6 diis: dengan slsa pagu anggaran atas kegiatan 



LAMPIRAN 11.10 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU SIMPANAN I BANK 

SKPD 
Program 
Kegiatan 
PPTK 

Penerimaan Pengeluaran Saldo 
No. Tanggal Uraian 

(Rp) (Rp) (Rp) 
1 .2 3 4 5 6 

-

-
" 

-­

r----. 
r---­

JUMLAH r-----­

,tanggal ..... .200. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anqqaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

( Nama lengkap ) ( Nama lengkap ) 
NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 

Kolom 1 diidi dengan nomor urut penerimaaan atau pengeluaran simpanan/bank 

Kolom 2 diisi dengan langgal penerimaan atau pengeluaran sirnpanan/bank 

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan alau pengeluaran simpanan/bank (misalnya No SP2D atau CEK) 

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank 

Kolom 5 diisi dengan jurnlah rupiah pengeluaran simpanan/bank 

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank 



LAMPIRMJ 11.11 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU PAJAK PPn I PPh 

SKPD 
Kepala SKPO 
Bendahara Pengeluaran 

- Ptongan Penyetoran Saldo 
No. Tanggal Uraian 

(Rp) (Rp) (RIP) 
1 2 I 3 4 5 6 

c 

f-- ­ ---­ ~ 

JUMLAH ~r-------

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

( Nama lengkap ) 
NIP. 

Cara Pengisian : 

Kolom 1 diidi dengan nomor urut per potongan atau penyetoran pajail 

Kolom 2 diisi dengan tanggal palangan alau penyetoran pajak 

Kolom 3 diisi dengan uraian potongan atau penyetoran pajak 

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah potongan pajak 

Kalam 5 diisi q~ngan jumlah rupiah penyetaran paiak 

Kolorn 6 dils: dengan rupiah saldo potangan atau penyetoran pajak 

......... ,tanggal . . .200
 

Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) 

( Nama lengkap ) 
NIP. 



LAMPIRAN 11.12 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU PANJAR 

SKPD 
Kepala SKPD 
Bendahara Pengeluaran 

No 
Urut 

Tanggal Uraian Ref. 
Penerimaan 

(Rp.) 
Penqeluaran 

(Rp) 
Saldo 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7. 

" 

~ 

--­ ----Jumlah .................. 
........ 
~ 

Sukadana, . ...... 200.,. 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran /I(uasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

( Nama lengkap ) ( Nama lengkap ) 
NIP. "IIP. 

Cara Pengisian : 

1 Kolorn 1 diidi dengan nomor urut penerimaan atau penge1uaran kas alas panjar 

2 Kolom 2 diisi dengan langgal penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar 

3 Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas atas panjar 

4 Kolom 4 diisi.dengannomol urut SKU Pengeluaran 

5 Kolorn 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/SPJ kas alas panjar 

6 . Kolcrn 6 diisi dengan jumlah upiah pengeluaran kas/panjar yang diberikan
 

7 Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ kan oleh orang yang diberikan
 

8 0) Corel yang lidak perlu
 



--

LAMPIRAN 11,13 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN 
PER RINCI OBYEK 

SKPO 
Kode Rekening 
nama Rekening 
Kredil APGO 
Tahun Anggaran 

Nomor BKU 
Pengeluaran (Rp,) 

1 
LS 
2 

jUP!G 
3UITU 

i 

I 

Jumlah 
4 

Jumlah bulan ini '" '" '" '" '" '" '" "" ,. ",,' ". ",." "'"''
 
Jumlah sampai dengan bulan lalu . ... , .,. .., .... , ...... , ,"
 
Jumlah sampai dengan bulan ini , " .. , ...... . ,.' .... ,.
 

Sukadana, ", 
Mengelahui, 

Peng~Juna Ang~laran/KuasaPengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

" 

NIP, NIP, 

Cara Pengisian : 
1, Kolorn 1 diisi denganb nomor SKU 
2, Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalarn kumtansi, jika kumtansi tersebut untuk pengeluaran LS 
3, Kolorn 3 diis: dengan jumlah rupiah yang lertera dalarn kuitansi, jika kuitans: tersebut untuk pengeluaran UPfGUfTU 
4, Kolom 4 diisi dengan jumlah lotal pengeluaran LS dan UPfGUfTU 
5, *) Corel yang tidak perlu 



LAMPIRAI\III.14 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
REGISTER SPP-U P/SPP-GU/SPP-TlJ/SPP-LS
 

SKPD: .
 

NomorSPP Jumlah SPP (Rp.) 

No. LS 
Uraian 

LS 
Tanggal 

UP GU TU 
---:: ­ . 

UP GU TU Brng&Urut Brng&
Gaji 

Jasa 
Gaji 

Jasa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-

~ah ........ 

Sukadana, ... ..... .200 ..... 
Mengetahul, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

NIP.	 NIP. 

Cara Pengisian : 
1.	 Kolom 1 diisi dengan nornor urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
2.	 Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)
 

Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diaju can
 
4.	 Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP·LS (Gaji, Barang can Jasa 
5.	 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
6.	 ') Coret yang tidak perlu 

3 



LAMPIRAN 11.15 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER SPP·UP/SPP·GU/SPP-TU/SPP-LS
 
SKPD: ..
 

No. 
Urut 

1 

Tanggal 

2 

UP 

3 

GU 

4 

NomorSPP 

TU 
Gaji 

5 6 

LS 
Brng& 
Jasa 

7 

Uraian 

8 

UP 

9 

Jurnlah SPP 
(Rp.) 

LS 
GU TU Brng&

GaJi 
Jasa 

10 11 12 13 

-

_. 
f ­

1­

-

--

Jumlah ........ 

Sukadana, . . 200 ..
 
Mengetahui,
 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
 

NIP NIP. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)
 
2, Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukan.SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)
 
3. Kolorn 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan 
4. Kolorn 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
5. Kolorn 5 diisi dengan jurnlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan .Jasa) 
6. *) Coret yang tidak perlu 



LAMPI RAN 1I.16a 

PEMERINTAH KABUPATEN lAMPUNG TIMUR 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 

TAHUN ANGGARAN 

BENDAHARA UMUM DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
Supaya Menerbitkan SP2D kepada: 

SKPD
 
Bendahara Pengeiuaran/Pihak Ketiga*)
 
Nomor Rekening Bank
 

NPWP
 
Dasar Pengeluaran/No. dan Tanggal SPI: '" . .
 

Untuk Keperluan 
1. Belanja Tidak Langsung 
2. Belanja Langsung 

Pembebanan pada Kode Rekening :
 
Gaji Pokok Rp.
 
Tunjangan Keluarga Rp.
 
Tunjangan Jabatan Rp
 
Tunjangan Beras Rp
 
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Rp
 
Beban Kerja Rp.
 
Tunjangan PPhlTunjangan Khusus Rp
 
Pembulatan Gaji Rp
 

Jumlah SPP yang diminta Rp. 

Nomor dan Tanggal SPP 

, Coret yang tidak perlu 
•pilih yang sesuai 

. 
NomorSPM: 

Potongan-potongan : 

Uraian Jurnlah Keterangan 

Jumlah SPM: 

o 

1. 
2. 
3. 

Uraian 
Jumlah Keterangan

(No Rekening) 

Jumlah Potongan IRp. 

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah SPM) 

Sukadana, .. , ... '" . .200 
Kepala SKPD, 

NiP 



LAMPiRAN JI.16b 

PEnl1ERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
 

TAHUN ANGGARAN .
 
NomorSPM; 

BENOAHARA UMUM OAERAH 
».KABUPAfEN LAMPUNG TIMUR Potongan-potongan :
 

Supaya Menerbitkan SP20 kepada:
 

SKPO Uraian 
KeteranganJumlah~oBendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) (No Rekeninq)
 

Nomor Rekening Bank
 1. 
2 
3.
 

NPWP
 
Dasar Pengeluaran/No. dan Tanggal SPI: .. , ... ......... ... ...... ... ... ... ... ..... .. ......................
 

Jumlah Potongan Rp.
Untuk Keperluan 
1. Belanja Tidak Langsung 
2. Belanja Langsung 

lnformasi : (Tidak mengurangi jumlah SPM) 

Pembebanan pada Kode Rekening Kegiatan :
 
No
 Uraian Keterangan
 

Rekening Belanja : Rp.
 
Jumlah 

1. PPn 
PPh2. Rp. 

Rp
f------

Jumlah 

Jumlah SPM : ................................................................................... 
Uang Sejumlah : 

Sukadana, . ........... ....... 200 ... 
Jumlah SPP yang diminta Rp. Kepala SKPD, 

Nomor dan Tanggal SPP 

, Coret yang tidak perlu NIP 
, pilih yang sesuai 



LAMPIRAN 11.17 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SKPD: .
 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

Sukadana, .. , .. , 
Nomor 
Lampiran Kepada Yth, 
Peri hal • Pengembalian SPP 

Bendahara / PPTK .. 

di -

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti/Uang/Tarnbahan Uang, 
dan langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor • . ' .. , ..... Tanggal.,. 200 ... dikembalikan 
karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut • 

1, , " , .., " , ,.. , 
. . .. . . . . .. . . . .. . .. . 

" 

2, """""., " ..,."' , .. , ,, 

3, , , , ,.. , .. 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucakan terima kasih 

Sukadana. , .. 

Pengguna Anggaran / 
Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP 



LAMPIRAN 11.18 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER SPM-UP/SPM·,GU/SPM-TU/SPM-LS
 
SI<PD: .
 

Nomor SPM 
Jumlah SPM 

No. 
(Rp.) --

Tanggal LS LJraian LS 
Urut 

, UP GU TU Brng& UP GU TU Brng&
Gaji 

Jasa 
Gaji 

Jasa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1'1 12 13 

•.­

-

-

--
Jumlah ........ 

Sukadana, , 200 ..
 
Mengetahui,
 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
 

NIP. [\IIP. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPMUP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diajukan 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS (Gaji, Barang dan Jasa) 
6. *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.19 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM
 
SKPD: .
 

i 
Jumlah SPP 

NomorSPP 
(Rp.)

No. 
Tanggal LS Uraian LS

LJrul 
UP GU TU UP GU TU Brng&

Gaji 
Brng& 

Gaji
Jasa Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-. ­ -. 
-

-

-­

.~umlah ........ I 
I I I L_ 

Sukadana, ............. 200 ..
 
Mengelahui,
 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD
 

NIP.	 NIP. 

Cara Pengisian : 
1.	 Kolom 1 diisi dengan nomor urul SPP-UP/SPP-GU/SPP·TU/SPP·LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang dilolak 

dilerbilkannya SPM 
2.	 Kolom 2 diisi dengan langgal nomor sural penolakan penerbilan SPM 
3.	 Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/SPP·GU/SPP·TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang dilolak
 

dilerbilkannya SPM
 
4.	 Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang dilolak dilerbilkannya SPM 
5.	 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP·GU/SPP·TU/SPP·LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang ditolak 

dilerbilkannya SPM 
6.	 *) Corel yang lidak perlu 



-- LAMPIRAN 1120 

PEMEHINTAH KABUPATEN
 
LAMPUNG TIMUR
 

Nomor SPM
 
Tanggal
 
SKPD
 

Bank / Pas 
Hendaklah mencairkan / memindah bukukan dan baki Rekening Nornor 
Uang Sebesar 
Terbilang 

Kepada
 
NPWP
 
No. Rekening Bank
 
Bank / Pas
 
Keperluan untuk
 

NO 
UI~AIANKODE REKENING 

-
POTONGAN-POTONGAN
 

JUMLAH

URAIAN (NO. REKENING)NO. 

Rp. -
1. luran vvajib Pegawai Negeri 

Tabungan Perurnahan Pegawai2. 
3. 

JUMLAH 

INFORMASI : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
 

JUMLAH
 
URAIAN (NO. REKENING)NO. 

Rp 

1. PPn 
2. PPh 
3. 

JUMLAH-
SP2D YANG DIBAYARKAN
 

Jumlah yang diminta
 Rp.
 
Jumlah Potongan
 Rp.
 
Jumlah yang dibavarkan
 Rp.
 
Uang Sejumlah
 Rp. 

Nomor: 

Dari 
Tahun Anggaran 

Sukadana, 

NIP. 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 
(SP2D) 

: Kuasa BUD 

JUMLAH 
Rp. 

--
--

--

JUMLAHF 
KETERANGAN 

--

-

KETERANGAN 

--

. .. ... .... ....200 .. 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 



LAMPIRAN 11.21 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SKPD: .. 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
 

Sukadana, .. 
Nomor 
Larnpiran Kepada Yth, 
Peri hal : Pengembalian SPM 

Pengguna Anggaran/KuClsa 
Pengguna Anggaran 

di -

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti/Uang/Tal11bahan Uang, 
dan langsung (SPP-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor : .. Tanggal 200 dikembalikan 
karena tidak mernenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut : 

1. .. .. 

... '" ,. ,., '" '" , , "" , ., '" '" .. ,. 

2. 

3 

...... " , .. '" '" , " ,- .. , - .. , .. , " '" ., "'" '" -, ,.,. 

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucakan terima kasih 

Sukadana, .
 

Kuasa Bendahara Umum Daerah
 

NIP. 

*) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.22 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER SP2D
 

Nornor SP2D 
Jurnlah SP2D 

(Rp.)
No. 

Tanggal LS Uraian LS
Urut 

UP GU TU 
Gaji 

Brngl~ UP GU TU 
Gaji 

Brng& 
Jasa Jasa-

9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 
- = 

" 

Jumlah ........ 

Sukadana, ... ..... ..... ..200 ... 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

NIP. 

Cara Pengisian : 
1.	 Kolom 1 diisi dengan namor urut SP2D untuk pengeluaranUP/GU/TU/LS (Gaji, Barang dan Jasa)
 

yang diterbitkan
 
2.	 Kolorn 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaranUP/GU/TU/LS (Gaji, Barang dan Jasa) yang diterbitkan 
4, Kolam 4 diisi dengan uraian SP2d yang diterbitkan 
5.	 Kolorn 5 diisi dengan jumlah rupiah SP2D untuk pengeluaranUP/GU/TU/LS (Gaji, Barang dan Jasa)
 

yang diterbitkan
 
6.	 *) Caret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 1123 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D 

- Jumlah 
No. Tanggal & Nomor 

Uraian (Rp.) Keterangan
Urut Nomor SPM 

UP/GU/TU LS 
1 2 3 4 5 6 7 

-

,Jumlah .........................-
Sukadana, .. 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

~lfP. 

Cara PEmgisisan : 

1. Kolom 1 diisi dengan nornor urut 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakn penerbitan SP2D 
3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian alasan penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah SPIIJ1 UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D 
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM-LS yang ditolak penerbitan SP2D 
7. Kolom 7 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
8. *) Caret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.24 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUAAN 

-
No. 
Urut 

1anggal Uraian 
Penerimaan 

(Rp.) 
Pengeluaran 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

" 

----­ -.......... 
.........r-­

-........... 
Jumlah ........................... ---........ 

Sukadana, . 

Kuasa Bendahara Umum Daerah 

NIP. 

Cara Pengisisan : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
2. Kolom 2 dilsi dengan nomor tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 
3. Kolom 3 diisi dengan uraian nornor rekening 
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan 
5. Kolom 5 diisi 'denqan tupiah jumlah transaksi pengeluaran kas 
6. *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.25 

PEMERINTAH KABUPATEl'J LAMPUNG TIMUR 
REGISTER PENERIMAAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN SPJ 

No. 
Urut 

Tanggal Uraian Jumlah SPJ (Rp) Keterangan 

'- 1 2 3 4 5 

Jumlah ........................... 

Sukadana, .... 
Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SPKO 

NIP NIP. 

Cara Pengisisan : 

'1, Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diterimanya SPJ 
3. Kolom 3 diisi dengan uraian SPJ yang diserahkan 
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang diserahkan 
5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
6. *) Coret yang tirJak perlu 



LAMPIR/~N 11.26 

PEMERINTAH ~<ABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 

PENGELUARAN (SP ..J), PENGGUNA ANGGARAN
 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 

No. 
Urut 

Tanggal Uraian 
Jumlah SPJ 

(Rp) 
Keterangan 

1 2 3 4 5 
-

.Jumlah ................. , .... , .. ,. 

Sukadana, .. 
Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SPKD 

1\11 P.	 NIP. 

Cara Pengisisan : 

1.	 Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2.	 Kolom 2 dilsi dengan tanggal pengesahan SP,) 
3.	 Kolom 3 diisi dengan uraian pengesahan SPJ 
4.	 Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang c/isahkan
 

Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan
 
6.	 *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.27 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
SKPD: . 

SURAT PENOLAKAN
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)
 

(KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
 

Sukadana, . 
Nomor 
l.ampiran Kepada Yth, 
Perihal : Penolakan SPJ 

Bendahara Pengeluaran, 

di -

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada Periode . . Tanggal . 
bulan. . tahun , ditemukan kesalahan sebagai berikut: 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanqqunqjawaban Saudara sebesar Rp " .. , ..pada tanggal 
.bulan tahun (bulan SPJ) tidak dapat dipisahkan untuk di catat sebagai saldo tanggal 

.. ,bulan tahun .. 

Demikian disarnpaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih 

Sukadana. ..... ... . .,.. ,. 

Pengguna Anggaran / 
Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP. 

Tembusan disampaikan kepada Yth, 

1. Kepala PPKO 
2. Kepala Badan Pengawas Daerah 

Arsip 
*) Caret yang tidak perlu 
3 



LAMPIRAt\1 1/.28 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER PENOLAKAN
 
LAPORAN PERTANGGUNGJJlIWABAN PENGELUARAN (SPJ)
 

(PPK·SKPD)
 

No. 
Tanggal Uraian 

Jumlah SPJ 
Keterangan

Urut (Ro.) 

1 2 3 4 5 

. 
I 

-
Jumlah ........................... 

Sukadana, . 
Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SPKD 

NIP. NIP. 

Cara Pengisisan ; 

1. Kolorn 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolorn 2 diisi dengan tanggal dan nomor suat penolakan SPJ 
3. Kolorn 3 diisi dengan uraian alasan penolakan SPJ 
4. Kolorn 4 diisi dengan jumlah rupiah SPJ yang ditolak 
5. Kolom 5 diisi dengan penjelasan yang diperlukan 
6. *) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN 11.29 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

REGISTER PENUTUPAN KAS 
(BENOAHARA PENGELUARAN) 

Tanggal Penutupan Kas 
Nama Penutup Kas 
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu 

Jumlah Transaksi sid bulan 

Jumlah Penerimaan sid tanggal . Rp. 

- Jumlah Pengeluaran sid tanggal . Rp. _ 

Saldo Buku Rp.====== 

Saldo Kas Rp 

Terdiri Kas • 
1. Uang Kertas • 

Pecahan Rp. 100,000 Lembar Rp. 

Pecc;lhail Rp. 50,000 Lembar Rp. 

Pecahan Rp. 20,000 Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 10,000 = Lembar Rp. 
Pecc;lhc;ln Rp. 5,000 Lembar Rp. 
PeCc;lhc;ln Rp. 1,000 Lembar Rp. 
Pecahc;ln Rp. 500 Lembar Rp. 

2. Uc;lnfj Lcqarn 
Pecc;lhc;ln Rp 1,000 Lernbar Rp 
Pecc;lhc;ln Rp. SOD = l.ernbar Rp. 
Pecc;lhc;ln Rp. 200 Lernbar Rp. 
Pecc;lhc;ln Rp. 100 l.embar Rp. 
Pecc;lhc;ln Rp. 50 l.embar Rp 
Pecc;l!lc;ln Rp. 25 l.ernbar Rp. 

3. Kertar berharga dan bagian kas yang diizinkan 
ordonc;lsi/SP20, Wesel, Cek, Satdo Bank, 
rnateri, dan sebagainya . Rp. _ 

JUIVILAH Rp. 
====== 

Perbedaan Positif/Negc;ltif Rp. ======= 

4 Penjelasan perbedaan balk positif maupun negatif 

Sukadana. . 
Menqetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran 

NIP. NIP. 

Catatan : 
Oc;llc;lm ha! register penutupan kas digunakan perneriksaan kas, letak tanda tanqan pengguna anqqaran/kuasa 
pengguna anqqaran berada pad a sebelah kanan dan bendahara penqeluaran disebelah kiri 



LAMPIRAN 11.30 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

REGISTER PENUTUPAN KAS
 
(BENDAHARA PENERIMA, PEMBANTU/BENDAHARA PENGELLJARAN PEMBANTU)
 

Tanggal l:Jenutupan Kas 
Nama Penutup Kas 
Tanggal Penutupan Kas yang Lalli 

Jumlah Transaksi sId bulan 

- Jumlah Penerimaan sId tang gal ... Rp.
 
. Jumlah Pengeluaran sId tanggal . Rp.
 

Saldo Buku	 Rp. 

Saldo Kas	 Rp. 

Terdiri Kas : 
1.	 Uang KeJ1as : 

Pecahan Rp. 100,000 -. Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 50,000 Lembar Rp 
Pecahan Rp 20,000 Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 10,000 Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 5,000 -- Lembar Rp 
Pecahan Rp. 1,000 Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 500 Lembar Rp 

2.	 Uang Logam 
Pecahan Rp. 1,000 Lembar Rp 
Pecahan Rp. 500 Lembar Rp 
Pecahan Rp. 200 Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 100 ::: Lembar Rp 
Pecahan Rp. 50 Lembar Rp. 
Pecahan Rp. 25 Lembar Rp. 

3.	 Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan 
ordonas;/SP21:), Wesel, Cek, Saldo Bank, 
materi, dan sebagainya . . Rp. _ 

JUMLAH Rp. 
====== 

F'erbedaan Positif/Negatif Rp. 
====== 

4 Penjelasan perbedaan baik positif rnaupun negatif 

Sukadana, . 
N1engetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima Pembantul 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

'NIP.	 NIP. 

Catatan: 
Da/am hal register penutupan kas dlgunakan perneriksaan kas, letak tanda tangan bendahara penerima/bendahara 
pengeluaran berada pada sebelah kanan dan bendahara penerima pembantu/bendahara pengeluaran pembantu di 
sebelah kiri. 



LAMPIR/l 

PEMERiNTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 
(SPJ BELANJA-ADMINISTRATIF) 

3KPD 
Jengguna Anggaran/Kuasa Pengguna A,nggaran 
3endahara Pengeluaran 
rahun Anggaran 
:3ulan 

Kode 
Rekening 

Uraian 
Jumlah 

Anqqarao 

SPJ-LS Gaji 

s.d 
Bulan Lalu 

Bulan ini 
sd 

Bulan ini 

SPJ-LS Barang & Jasa*) 

s.d sd 
Bulan Lalu 

Bulan ini 
Bulan ini 

SPJ UP/GUfTU 

s.d s.d 
Bulan Lalu 

Bulan ini 
Bulan ini 

Jumlah SPJ 
(LS+UP/GUfTU 

s.d Bulan ini 

Slsa 
Angl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 ( 

, -

.,. 

IlJMLAH 
Penerimaan 
- SP2D 
- Potongan Pajak 

a PPn 
b PPh-21 
a PPh-22 
a. PPh-23 

- Lain-lain 
Jumlah Penerimaan : 

. . 

_. 

. "-­ . --­



~ 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 
(SPJ BELANJA-FUNGSiONAL)
 

:PD 
·ngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
-ndahara Pengeiuaran . 
hun Anggaran 
ilan 

LAMPIRA 

SPJ-LS Gaji SPJ-LS Barang & Jasa*) SPJ UP/GU/TU 
Jumlah SPJ 

Kode 
Uraian 

Jumlah 
(LS+UP/GU/TU 

Sisa 
\ekening Anggaran s.d sd s.d s.d sd sd Angf

Bulan Lalu 
Bulan i li 

Bulan ini Bulan Lalu 
Bulan ini 

Bulan ini Bulan La!u 
Bulan ini 

Bulan ini s.d Bulan ini 

-­
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+ 11) 13 (6+9+12) 14 (: 

JMLAH 
Penerimaan: 

. - SP2D 

- Potongan Pajak 
a PPn 
b PPh-21 
a PPh-22 _•. 

a PPh-23 _._---­ .. ­ . ,­ - -..----­ - ..•- .•._-­ --.,_.~. 

- Lain-lain 
..•---­f----­ - ---, __ ._0--.-

Jumlah Penerimaan : 



LAMPIRAN II. 33 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
 

(PENGGUNA ANGGARAN/KUAS PENGGUNA ANGGARAN)
 

Pada hari ini . ... tanggal . ............ yang bertanda tangan dibawah ini .
 

Nama Lengkap
 
Jabatan
 

Sesuai dengan Peraturan Menter: Dalam Negeri Republik Indonesia IPeraturan Daerah Nornor • 
.. Tahun ..,kami melakukan Pemeriksaan Setempat pada • 

Nama Lengkap
 
.La b a t a n
 

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor . .Tanggal . ...... Ditugaskan mengurus uang 
berdasarkan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada dalarn pengurusan itu, karni menernui 
kenyataan sebagai berikut : 

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah • 

a.	 Uang kertas := Rp 
b.	 Uang log am --~~~------------
c.	 SP2D dan alat Pembayaran lainnya 

yar~g be/um dicairkan :: Rp. 
d.	 Saldo Bank :: Rp 
e.	 Surat/baranq/benda berharga yang diizinkan -==-.B.£---------

Jumlah . := Rp. 

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
 
Register dan lain sebagainya berjumlah := Rp
 

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan := Rp
 
Saldo buku
 

Penjelasan perbedaan positif/negatif
 

Sukadana, . . ... 200 .. 
Mengetahui, 

Bendahara Pengeluaran/Penerima Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

NIP	 NIP 

Catatan:
 
*) Coret yang tidak perlu
 



LAMPIRAN II. 34 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
 

(PENGGUNA BENDAHARA PENERIMA/BENDAHARA PENGELLJARAN)
 

Pad a hari ini tanggal . " . yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Lengkap 
Jabatan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia IPeraturan Daerah Nornor : 
.... Tahun .... .., kami rnelakukan Pemeriksaan Setempat pada : 

Nama Lengkap 
Jabatan 

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor . . Tanggal Ditugaskan mengurus uang 
berdasarkan hasil perneriksae.: Kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui 
kenyataan sebagai berikut : 

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah : 

f. Uang kertas ::: Rp. 
g. Uang logarn ::: Rp. 
h. SP20 dan ala! Pernbayaran lainnya 

yang belurn dicairkan ::: Rp. 
Saldo Bank ::: Rp. 

J Suratlbarang/benda berharga yang drizinkan ~_::: R2.c_. _. ~ .~ 

Jurnlah ::: Rp 

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
 
Register dan lain sebagainya berjumlah ::: Rp
 

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan ::: Rp
 
Saldo buku
 

Penjelasan perbedaan pasitif/negatif
 

Sukadana, ... _ __ ..200 .. 
Mengetahui, 

Bendahara Penerima Pembantul Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 

NIP. 
NIP. 

Catatan:
 
*) Caret yang tidak perlu
 



LAMPIRAN 11.35 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

DAFTAR ONG~<OS PERJALANAN DINAS
 

Lampiran SPPD Nomor 
Tanggal 

KeteranganRincian Biaya JumlahNo. 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7 

8 
" 

Jumlah JRP I 
Terbilang 

-

Telah dibayar sejumlah 
Rp ... 

Bendahara 

( ) 
NIP 

Sukadana.. ...2008 

Telah menerima jumlah uang sebesar 
Rp 

Yang Menerima 

( . ...... ) 
NIP 

Ditetapkan sejumlah 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang I lebih 

PERHITUNGAN SPPD RAIVIPUNG 

:Rp 
:Rp ..... 

:Rp .. 

Pejabat yang berwenanq/Pejabat lain yang ditunjuk 

(.................. ... ... ...... ) 
NIP 



LAMPIRA,\ -v-

BUKTI KAS PENGELUARAN
 

Terima dari 

Uang Sebesar 

Yaitu untuk pernbayaran 

Terbilang 

Mengetahui 

Pengguna Anggaran Kuasa Penqquna Anggaran Bendahara 

NIP. NIP. NIP. 

Elarang tersebut telah diterirna 
dengan cukup baik PPn 

PPh 

Telah dipunqut 

Rp. 
Rp 
Rp .. 

Paraf, 

Sukadana .. 

Yang r:e-e"-:;: 

Tanaa::=-=:;:-

BK Tgi . \: 
Kode Rek • 
Tahun Anggaran • 



LAMPIRAN 11.37 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU KAS UMUM 

SKPD 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
i3endahara Penerimaan/Bendaharan Pengeluaran : 

No I Kode Rekening Uraian 
Penerimaan Pengeluaran 

Urut 
Tanggal 

Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 

I 

Jumlah 
Jumlah bulan/tanqqa' I,,(p. Rp.
 
Jumlah sampai bulan lalu/tgl Rp. Rp.
 
Jurnlah sernua sIc! bulan/lanqqal Rp f~p
 

Sisa Kas I,,(p.
 
Pada hari tanggal, . 200 ..
 
oleh kami didapt kas rp
 
(... . ' ... dengan huruf)
 
Terdiri dari :
 
a. Tunai Rp. 
b. Saldo bank Rp. 
c Surat berharga Rp 

Sukadana, .. ..200 
Mengetahui, 

Pengguna Anggan/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran 

NIP.	 NIP. 

Cara Pengisian: 

1.	 Kolorn 1 diis] dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas 
2.	 Kolorn 2 diisi dengan tanggal penerirnaan kas atau pengeluaran kas 
3.	 Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
5 Kolorr: 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
6.	 Kolom 6 diisi dengan rupiah pengeluaran kas 

Catatan : 
1.	 Pengerjaan buku kas urnurn dapat menggunakan komputer/aplikasi software 
2.	 Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada buku kas umum dilakukan pada saat 

pengajuan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerima ke PPKD 
3.	 Penandatanganan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada buku kas umum dilakukan pad a saat 

pengajuan penerbitan SP2D sebagai salah satu dokumen kelengkapan SP2D 



';';~r' 
'F 

LArviPIRAN 11.38 

PEMERINTAH KABlJPATEN LAMPUNG TIMUR
 
SURAT TANDA SETORAN
 

(STS) 

STS No Bank 
No. Rekening 

: Bank Lampung 

Harap diterima uang sebesar : 
(Dengan huruf) ( ".".".".

Denqan rincian penenmaan se 

. 
"."." 

b . b ikacai en ut: 

. 
. ...... ) 

No. 
Urut 

Kode Rekening Uraian Rincian Objek 
Jumlah 

(Rp.) -­
1 2 3 4 

1 I 

2 
3 
4 
t:o 
6 

Jumlah 
") Coret yan9 tidak perlu 

Uang tersebut diterima pada tanqqal : 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

""" . 

Sukadana, 200 

Bendahara Penerirnaan/ 
Bendahara Penerirna Pembantu 

NIP. NIP. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan 
2. Kolom uraian-rmcian Objek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan 
3. Kolom jurnlah diisi dengan nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan 

Catatan: 
Formulir ii digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan 
daerah lainnya 



LAMPI RAN 11.39 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
BUKU PEMBANTU 

PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN 

SKPD 
Kode Rekening 
Nama Rekening 
Jumlah Anggaran 
Tahun Anggaran 

: Rp .. 

No. NornorBKU 
Tanggal Setror ;± Nornor STS & Bukti Penerirnaa-

Urut. Penerirnaan Penerimaan lainnva Rp 
1 2 3 4 5 

" 

~ 
Jumlah bulan ini Rp. 
Jumlah sId bulan lalu Rp. 
Jum\ah sId bulan ini Rp 

Sukadana, . . 20e 
Mengetahui, 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerirnaan/Bendahara Penge _2"2­

NIP . NIP. 

•) Coret yang tidak perlu 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
2. Kolorn 2 diisi dengan nomor BKU penerimaan 
3. Kolom 3 diisi dengan tanggal penyetoran STS/bukti penerirnaan lainnya 
4. Kolom 4 diisi dengan STS/bukti penerimaan lainnya 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/bukti penerimaan lainnya 



LAMPIRAN 1140 

DEPARTE"EN K[UANGA N R.I ~ SURAT SETOR~. N PAJ A KJ 
DJREKTOI<AT JENDERAL P/\.IAK LEMBAR II!

(SSl)) Untuk Arsip WP ,--------------_.- -'--. ' '-----------------, 
NP\VP 
Diisr sesuai dengon Nomor Pnkok Woiih Pajak ,1'tlllg dimilik! 

NAMA WP 

ALAMAT 

MAPIKode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pernbayaran 

'Willii ~ ._i-LJ 

T.· .....Masa Pajuk ! :. .. ~ •. ­

L_Jan I Peb I ~a~J J\.p~.~~t1l11..~~, J~gS [~:'~-J OI:(_.L~.~~··r D~s • 
Diisi I" . ,-

Beri lando sila/1Q 1)0(/11 sill,,;' SIIIII kolo/ll bill"" /111111k IlItlSO \'(IlIg hakeno(/II 

T\' omor Keterapan 
Diis! se.PIG; Hornor Ketetaoon. sri'. SKI'Kf3, SKrKf3r 

Jurnlah Pembayaran 
Diisi denganrupiahpennh 

Terbilang 

Dlterima oleh Kantor' Penerima Pcmbayar an 
Tanggal .... ' ... " ..... , .. , ... 

('(/1' dUll /<llId(/ 1(/1/,1.:.011 

... """" , 

Wajlb Pajak/Pcnyeror 
... "." "." .., tgl 

('Ui' £11111 fll/U/O {(II/gall 

. 

NanHI Jelas : 

Ruang Validusl Kajttor Pcnerlma Pembayarnn 

. Nama Jclas : , ,." . 

Diisisesuai bukupetunju): pcngision 

F.2.0,32.0 I 



RENCA'NA OPERASIONAL, KEG~<-\.TAN (ROK) 
TAHUN ANGGARAN200 

SKPD 

RENCANA TARGET KINERJA (%) 

No. Program / Kegiatan Satuan 
Triw.l Triw. II Triw. III Triw. IV 

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep 01--"1 Nop Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

I I 

I 

I 

Ket. 

16 

I 

I I 

............................................... 200X
 

l'I'n~ /1'1-:1'1\1.1\ SKPD 



Contoh Form. 1.1' 

LAPORAN KINERJA SATUANKERJA 
3ANGGARAN200X 

TAHUN 

Urusan Pemerintah 

Satuan Kerja Perangk. Daerah 

Fungsi 

Sub Fungsi 

Program 

Lokasi 

: 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Oesa 
: 1.22.01 Oinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

: 4 Ekonomi 

: 4.1.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 

: 1.22.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 

: Bandar Lampung 

Bulan: . 

Kode Kegiatan danlndikator 
Belanja (Rp) Hasil z Keluaran 

Keterangan
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan 

1.22.01.01.01 

1.22.01.01.02 

Pelayanan Jasa Surat Menyurat 

- Tersedianya kelengk adm 

perkantoran 

- Meningkatnya kelancaran adm 

Penyediaan Jasa Kom, SDA, Listrik 

- Terpenuhinya jasa kom, sda, 

listrik 

- Lancarnya penggunaan tep, air, 
listrik 

3.750.000 

72.000.000 

12 

, 

12 

Bulan 

Bulan 

'. 

..............., 200..
 

PENANGGUNGJAWAB KEGIAT AN 

( --- ~- --- . --) 



F I · .t .torrnu ir I. 1 

\ 

PcTUN,JUK PENGISIAN FORMULIR LAMP1RAN 

Nol Header/Kolom Uraian Isian 

1 I Header: 
Unit Pemerintah 
-SKPD 

• Fungsi 
• Sub Fungsi 

• Program 
• Lokasi 

Diisi dengan kode dan nama urusan pemerintah 
Diisi dengan kode dan nama satuan kerja perangkat daerah 
Diisi dengan kode dan nama fungsi 

Diisi dengan kode dan nama sub fungsi 
Diisi dengan kode dan nama proqarn 
Diisi dengan nama lokasi (kurang dari 5 diurai, lebih = tersebar di ) 

2 I Kolorn 1 Diisi dengan kode kegiatan dimaksud 

3 I Kolorn 2 nii~i rlon(l~n nama keqiatan dan indikator kinerianva ~-I"""",,,I ...... '-"1 1~t...At J I I "-A I - .I-I~I''\.'-''l.'" , I'\.II .......... 'J"'"""'I J '-"_ 

a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua Jenis sumberdaya tersebut sbgmasukan 
(input) untuk menghasilkan (output) dIm bentuk barang I jasa. 

Contoh nama kegiatan : 

• Pembangunan Jalan 
• Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara 

b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu 
kegiatan berupa barang atau jasa. 

Contoh Indikator Kinerja : 

• Panjang Jalan 
• Frekuensi Pembinaan 



I 
.. 

" LANJUTAN 

Formulir 1.1 

l 

No 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Header/Kolom 

Kolom 3 

Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 

I 

Kolom 7 

Kolorn 8 

Uraian Isian 

Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan 
untuk masing-masing kegiatan. 

Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari masing-masing 
kegiatan (sampai dengan bulan laporan). 

Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yg direncanakan (rencana 
keluaran) untuk masing-masing indikator kinerja (sesuai dengan ROK). 

Diisi dg jumlah atau kuantitas keluaran yg telah dicapai (realisasi 
keluaran) oleh Satker untuk masing-masing indikator kinerja (sarnpai 
dengan bulan laporan). 

Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau 
mengukur barang atau jasa yang dihasilkan. 

Contoh Satuan Keluaran : 

• Orang (yang dilayani) 

• Km Galan yang dibangun) 

• Buah (surat izin yang diterbitkan) 

• Prosentase 

-
Diisi dengan keteranqan yang diperlukan. 

• 



LAP,0RAN KINERJA SATJjAN KERJA P"=RANGKAT DAERAH 
, ,', 

TAHUN ANGGARAN 20VA Formulir 2.1 

~ 
''4J , 

Urusan Pemerintah 

Satuan Kerja Perangkat Oaerah 

Fungsi 

Sub Fungsi Bulan: , .. 

Capaian Hasil!Keluaran (%)Belanja (Rp) 
Kode Program! Kegiatan ! Indikator 

Realisasi Rene. Real. SatuanAnggaran 

') I 4 51 6 7.J2 

1.01.1.01.01 Belanja Pegawai 50%337.450.500 50% Bulan674.901.000 
I 

1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

7 c rvrv rvr.r» 1.22.01.01.01 _.-.Jvv.vvvPelayanan j asa surat menyurat 3.750.000 ..... I ...... 

12 Bulan• Tcrsedianya kelengk aclm pcrkantoran. 

• Meningkatnya kelancaran adrninistrasi. 

1.22.01.01.02 ., ....35.000.000 ......Penyecliaan j asa komunikasi, air & listrik. 72.000.000 

12 Bulan-Terbayarnya jasa telpon, air & listrik. 

·Kelancaran sarana telpon, air dan listrik. 

1.22-01.02 Program (2) ...........................
 ...... -...... '" ..........
 

.............
... ... .......... ..... ....... .......... ....
 . ............
Dst. '" 

49,50 % Belanja Langsung 37.500.000 100 % 75.750.000 
I 

337.450.500 100 % 50,00 % Belanja Tidak Langsung 674.901.000 

I 00 I;,;):j7/j.I)')O.')O()7') I.h') 1.000 49,RR %Belanja Langsung dan Tidak I,allgsllill'. 

Keterang
 

an
 

8
 

* 

I 

* 
I 

* 

...... 200x 

1<1 I'AI A SI< 1'1) 

http:37.500.000


F rUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPJRAN
'.
 

Formulir 2.1 

No Header/Kolom Uraian Isian 

1 Header: 
Urusan Pemerintah 
·SKPD 

• Fungsi 
• Sub Fungsi 

I Oiisi dengan kode dan nama urusan pemerintah 
Oiisi dengan kode dan nama satuan kerja perangkat daerah 
Oiisi dengan kode dan nama fungsi 
Diisi dengan kode dan nama sub fungsi 

2 Kolom 1 Diisi dengan kode program dan kegiatan dimaksud 

3 Kolom 2 Oiisi dengan nama program / kegiatan dan indikator kinerjanya. 

a. 

. 
I 
I 

b. 

Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan 
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil 
yang terukur sesuai dgn misi satuan kerja perangkat daerah. 

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua Jenis sumberdaya tersebut sbg masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) yang terukur. 

Contoh nama kegiatan :Pembangunan Jalan 
• Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara 

b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu 
kegiatan berupa barang atau jasa. 

~oJ]jQ/1ll1dikatorKinerja : 
• Panjang Jalan 
• Frekuensi Pembinaan 



I -nr- LANJUTAN I 
Forrnulir 1.1 

No Header/Kolom Uraian Isian 

4 Kolom 3 Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan 
untuk masing-masing program dan kegiatan. 

5 Kolom 4 Oiisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari program dan 
masing-masing kegiatan (sampai dengan bulan laporan). 

6 Kolom 5 Oiisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yg direncanakan (rencana 
keluaran) untuk masing-masing indikator kinerja (sesuai dengan ROK). 

7 Kolom 6 Oiisi dg hasil dari program dan jumlah atau kuantitas keluaran yg telah 
dicapai (sasaran keluaran) oleh Satker untuk masing-masing indikator 

f kinerja (sampai dengan bulan laporan). 

8 Kolom 7 IDiisi dengan satuan keiuaran yang akan digunakan untuk menilai atau 
mengukur barang atau jasa yang dihasilkan. 

Contoh Satuan Keluaran : 

• Orang (yang dilayani) 

• Km Galan yang dibangun) 

• Buah (surat izin yangditerbitkan) 

• Prosentase 

9 Kolom 8 Oiisi dengan keterangan yang diperlukan. 



'. 

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERlNTAH 
(Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tanggal 3 April 2006 ) 

FORMULiR 2.2 

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA 
TAHUN ANGGARAN 200X 

Lampiran HI f 

•• 

Kondisi Akhir : 

Kode 

x x 
x x x 
x x x x 
x x x x x 

Program! Kegiatan 

I
FUngSi X 

Sub Fungsi 
Program X 

Kegiatan X 
Indikator Kinerja 1 
lndikator Kinerja 2 
Indikator Kinerja 3 

Belanja (Rp) 

Anggaran 1 Realisasi 

HasH! Keluaran 

Rencana I Realisasi I Satuan 
Keterangan 

---+ ( ) kode Kegiatan 
I • ( ) kode Program 
---+. (06) kods SKPD 

I • (1) kode Urusan Wajib (Sub Fungsi) 
(01) kode Pelayanan Umum (Fungsi) 




